
BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

Menimbang a.

b.

c.

untuk memberikan kepastian hukum dalam proses
pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
serta untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian
berusaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat khususnya di bidang pengawasan
perizinan berusaha dan non perizinan serta pengawasan
penanaman modal dalam rangka mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu adanya sistem
Pengawasan yang cepat, efisien, dan terpadu;
bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bone tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat 1. UndanyUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

BUPATI BONE,



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
523$;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke{a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s73);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 215);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terrtarrg
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talrrtn 2O2l
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66171;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tal-un 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 4 Tahun 2O2l tentarrg Pedoman dan Tata
Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2 1 Nomor 272);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor l1 Tahun 2014
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan lrmbaran Daerah
Kabupaten Bone Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016
\tentang Urusan Pemerintahan Daerah (kmbaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan l.embaran
Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHABERBASIS RISIKO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bone ini, yang dimaksud dengan:
(l) Daerah adalah Kabupaten Bone.
(21 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asa
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.

(3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahaan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

(4) Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
(5) Perangkat Daerah, yang selanjutrrya disingkat dengan PD adalah

perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna
anggaran / pengguna barang.

(6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah yang
selanjutnya disingkat DPMP|SP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

(71 Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
Pelayanan Secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari
tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
melalui satu pintu.

(8) Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku
Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan
diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

(1O) Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submossion yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha
yang diterbitkan oleh l,embaga OSS untuk dan atas nama menteri
pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha
melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

(11) tembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut
kmbaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementrian yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang koordinasi pen€rnaman
modal.

(12) Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.

(tembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2O16 Nomor 8,
Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

18. Peraturan Bupati Bone Nomor 413 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.



(13)

(14)

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha
berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan
usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan
melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi
pelaku usaha.
Prosedur adalah langkah{angkah maupun tahapan mekanisme yang
harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, melalui tahapan tertentu
untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan kegiatan usaha yarg wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha
sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia
melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada
gubernur.
Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/ atau pejabat
pemerintahan yang lebih tinggr kepada badan dan/atau pejabat
pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung
gugat tetap berada pada pemberi mandat.
l,aporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM
adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan
permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan
disampaikan secara berkala.
Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil
inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan
Penanaman Modal.
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan adrninistratif
yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara
waktu.
Pembatalan ada-lah tindakan administratif yang mengakibatkan
dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi
persyaratan.
Pencabutan adalah tindakan adrninistratif yang mengakibatkan
dicabutnya Penzinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan
Pelaku Usaha, putusan pengadilan, dal sanksi.
Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang te{adi di luar kemampuan
manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM
adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang
selanjutnya disebut kmbaga OSS adalah lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman
Modal.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Pasal 2
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
merupakan panduan bagr DPMPTSP kabupaten Pelaku Usaha serta
masyarakat umum lainnya.

Pasal 3
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
bertujuan untuk mewujudkan standardisasi dan informasi Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada DPMPISP kabupaten

BAII II
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 4
Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:
a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c. hak pelayanan; dan
d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 5
Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. menyampaikan LKPM;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha

Penanaman Modal;
e. meningkatkan kompetensi tenaga ke{a warga negara Indonesia melalui

pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga

ke{a warga neg.rra Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenpga kerja asing;

g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang
memenuhi standar kelayalan lingkungan hidup bagi perusahaan yang
mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuaa peraturan perundang-undangan;
dan

h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:
a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku

Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik

monopoli;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan

peke{a.



BAB III
KOORDINATOR PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA

BERBASIS RISIKO

Pasal 7
(1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara

terintegrasi dan terkoordinasi antar Pemerintah Daerah kabupaten, melalui
subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

(2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebaqaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP kabupaten atas
pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah kabupaten ;

BAB IV
SUBSISTEM PENGAWASAN

Pasal 8
(l) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:
a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
b. perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas,

insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban
kemitraan.

(2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit
memuat:
a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
b. perangkat kerja Pengawasan;
c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
d. pembinaan dan sanksi;
e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta

tindak lanjutnya; dan
g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau

putusan pengadilan.
(3) Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:

a. Pelaku Usaha;
b. Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;

Bagran Pertama
Perencanaan Inspeksi l,apangan Tahunan

Pasal 9
(1) Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha

dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat
Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

(2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling banyak:
a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam

setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam

1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
(3) Sistem OSS menyediakan daftar Pelaku Usaha yang dapat dilakukan

inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan Pengawasan.
(a) Daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Pelaku

Usaha dalam tahap persiapan atau tahap operasional dan /atau tahap



komersial kegiatan usaha, yang disusun dengan skala prioritas yang
memperlimbangkan:
a. Perizinan Berusaha;
b. nilai rencana Penanaman Modal;
c. pemenuhan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
d. perkembangan realisasi Penanaman Modal; danlatau
e. kriteria prioritas lainnya.
DPMPTSP menyusun kompilasi berdasarkan daftar Pelaku Usaha
sebagaimana diatur pada ayat (4).

(5) Berdasarkan kompilasi sebagaimana pada ayat (5), DPMPTSP menyusun
rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam databa.se Pengawasan di
Sistem OSS yang memuat:
a. narna Pelaku Usaha;
b. lokasi proyek (kabupaten);
c. realisasi Penanaman Modal; dan
d. pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman

Modal.
(6) Inspeksi lapangan sebagaimana diatur pada ayat (1) diutamakan terhadap

kegiatan usaha yang menjadi prioritas nasional dan/atau masuk dalam
skala prioritas sebagaimana diatur pada ayat (4).

(7) Rencana inspeksi lapangan tallunal sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disusun pada setiap minggu keempat bulan November.

(8) Rencana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
oleh DPMPTSP dan dinotifrkasi kepada Pemerintah Daerah;

(9) Berdasarkan rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8), Pemerintah Daerah menyesuaikan lokasi dan Pelaku Usaha
yang akan dilakukan inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat
minggu kedua bulan Desember.

(10) Dalam hal Pelaku Usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi
lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan,
Pemerintah Daerah kabupaten dapat menambahkan Pelaku Usaha dan
lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan meialui
Sistem OSS paling lambat -inggu kedua bulan Desember.

(11) DPMPTSP dapat mengusulkan daftar Pelaku Usaha yang berada di
lokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS.

(12) Berdasarkan tambahan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (11), serta usulan daftar Pelalu Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (l2l DPMPTSP kabupaten, memperbarui rencana inspeksi lapangan
talrunan pada databo.se Pengawasan pada Sistem OSS paling lambat
minggu keempat bulan Desember.

(13) Atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, l,embaga OSS
menotifikasi Pemerintah Daerah kabupaten terkait, pada awal tahun
be{alan pelaksanaan inspeksi lapangan.

(14) Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada setiap
instansi pelaksana 10 (sepuluh) Hari sebelum jadwal pelaksanaan
inspeksi lapangan.

(15) Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi
lapangan, Pemerintah Daerah kabupaten memberikan informasi kepada
koordinator sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.

(16) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah kabupaten,
berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (13).

(17) Pemerintah Daerah kabupaten dilarang melakukan Pengawasan di luar
rencana inspeksi lapangan tahunan.



Bagian Kedua
Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 1O
perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

huruf b terdiri atas:
a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;

b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
c. surat pemberitahuan kunjungan;
d. daftar pertanyaan bag Pelaku usaha terkait pemenuhan standar

pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
e. BAP; dan
f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung

pelaksanaan Pengawasan.

Paragraf 1

Data, Profil, dan Informasi Pelaku Usaha

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan inspeksi lapalgan, Pemerintah Daerah kabupaten
sesuai kewenangan menggunakan data, profil dan informasi Pelaku Usaha
yang dapat diakses pada Sistem OSS.

(2) bata, piofil dan informasi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berisikan paling sedikit:
a. data legalitas Pelaku Usaha;
b. data rencana umum kegiatan usaha;
c. NIB;
d. data prasarana dasar;
e. Sertilikat Standar/ Izin;
f. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
g. data Fasilitas Penanaman Modal;
h. data laporan Pelaku Usaha;
i. penilaian kepatuhan Pelaku Usaha;

J. BAP;
k. sanksi;
l. pengaduan; dan
m. kolom tanggapan.

Paragral 2
Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan

Pasal 12

(1) pelaksana inspeksi lapangan wqlib dilengkapi perangkat keda berupa surat
tugas dan suiat pemberitahuan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 10 huruf b dan huruf c sebelum melaksanakan kegiatan inspeksi
lapangan rutin.

(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput secara daring oleh
Pemerintah Daerah dengan rician:
a. narna pelaksana inspeksi lapangan; dan
b. Pe1aku Usaha yang akan diawasi, sesuai format pada Sistem OSS.

(3) Format surat tugas sebagaimana dimalsud pada ayat (2) tercantum pada

Lampiran I yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(a) D.iam hal pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang
bersertifikat atau terakreditasi, keterlibatan kmbaga datau profesi
bersertifikat dimasukkan ke dalam surat tugas.



(5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput paling lambat 4
(empat) Hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.

(6) Surat pemberitahuan kunjungan akan diterbitkan dan disampaikan kepada
Pelaku Usaha oleh Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal
pelaksanaan inspeksi rutin sesuai format pada Sistem OSS.

(7) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tercantum pada t ampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(8) Dalam hal terdapat perubahan isi surat tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dapat dilalukan sebelum penyampaian surat pemberitahuan
disampaikan kepada Pelaku Usaha.

(9) l,embaga OSS menerbitkan surat tugas dan surat pemberitahuan
kunjungan yang dapat diunduh oleh pelaksana inspeksi lapangan pada
Sistem OSS.

Paragraf 3
Daftar Pertanyaan

Paragraf 4
BAP

Pasal 14
(1) Data dan informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan inspeksi

lapangan dituangkan ke dalam BAP serta ditandatangani oleh pelaksana
inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha di lokasi proyek.

(2) Pengisian dan penandatanganan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS.

(3) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memuat indikator penilaian
kepatuhan teknis dan admini stratif.

(4) BAP diinput ke dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dengan
mengisi form elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan
untuk setiap kegiatan usaha, sesuai indikator penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal Sistem OSS tidak tersedia untuk daerah tertinggal, terdepan, dan
terluar dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai,
pengisian dan penandatanganan BAP dapat dilakukan secara manual.

(6) Atas pengisian dan penandatanganan BAP manual sebagimana dimaksud
pada ayat (5), pelaksana inspeksi lapangan melaporkan dengan mengisi
formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada
Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari setelah
inspeksi lapangan dilaksanakan.

(7) Dalam hal pelaksana inspeksi lapangan adalah lembaga atau profesi ahli
yang berseftifikat atau terakreditasi, maka penginputan BAP pada Sistem
OSS dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten terkait.

Pasal 13
(1) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah kabupaten

sesuai kewenangan dapat mengakses daftar pertanyaan pada Sistem OSS.
(2) Daftar pertanyaan pada Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat informasi paling sedikit:
a. standar pelaksanaan pelaksanaan kegiatan usaha;
b. kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
c. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan Fasilitas

Penanaman Modal.
(3) Format daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



(8) BAP yang dibuat berdasarkan kunjungan fisik maupun kunjtngan uirhnl
memiliki kedudukan dan fungsi yang sarna.

(9) Format BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam
l,ampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(10) Dalam hal Pelaku Usaha di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani
BAP, kesimpulan hasil inspeksi lapangan dilengkapi dengan keterangan
penolakan dari Pelaku Usaha.

(11) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan sah dan tetap
berlaku dengan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan.

Bagian Ketiga
Laporan Berkala Pelaku Usaha

Pasal 15
Laporan berkala dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) huruf c terdiri atas:
a. laporan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten melalui

Sistem OSS yang terintegrasi secala single sign on (SSO) dengan sistem
kementerian / lembaga; dan

b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang
disampaikan kepada DPMPTSP kabupaten.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Sanksi

Pasai 16
(1) Dafam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

menunjukan adanya ketidaksesuaian / ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas
ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan
memberikan rekomendasi berupa:
a. pembinaan;
b. perbaikan; dan /atau
c. penerapan sanksi,
yang diinput ke dalam Sistem OSS.

(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten, dengan mengutamakan pembinaan

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dapat berupa
pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi,
bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah
Daerah kabupaten atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.

(4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib
menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang
diberikan.

(5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah Daerah kabupaten, yang
berwenang dapat menindaklanjufi dengan penerapan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Pelaku Usaha diberikan sanksi, Pemerintah Daerah kabupaten,
mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam Sistem OSS.

(7) Sanksi administratif yang dikenakan oleh Lembaga OSS atas dasar:
a. penyampaian pemenuhan persyaratan standar atau. izin atas dasar

notifikasi dari perangkat daerah kabupaten; dan
b. persiapan kegiatan usaha, dilakukan melalui subsistem Pengawasan.



Bagian Kelima
Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 17
(1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling

sedikit memuat penilaian atas aspek:
a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan

dan/ atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
b. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio

realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala,
penyerapan tenaga ke{a Indonesia, kewajiban kemitraan dengan
koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas
dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.

(2) Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilalukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten atas pemenuhan persyaratan
dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norrna, standar, prosedur, dan
kriteria.

(3) Penilaian kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan oleh DPMPTSP.

(4) Hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif diinput dan
diolah pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS untuk menentukan
nilai kepatuhan Pelaku Usaha dan mengevaluasi Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko.

(5) Nilai kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri
atas:
a. baik sekali;
b. baik; dan
c. kurang baik.

(6) Berdasarkan penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Sistem OSS melakukan penyesuaian intensitas inspeksi
lapangan pada Pengawasan rutin dan memperbarui profil Pelaku Usaha.

(7) Dalam hal Pelaku Usaha patuh dengan kategori baik sekali sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a:
a. inspeksi lapangan untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dapat

tidak dilakukan; dan
b. inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan

paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi
usaha.

(8) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pelaku usaha dinyatakan
patuh, maka Sistem OSS dapat mengeluarkan dari daftar prioritas rencana
inspeksi lapangan tahunan berikutnya.

(9) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko rendah, menengah rendah,
menengah tinggi dan tinggi telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-
turut dan Pelaku Usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan nilai
kepatuhan baik/kurang baik, maka Pemerintah Daerah kabupaten
menindaklanjuti dengan mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan
usaha tersebut.

(10) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemerintah
Daerah kabupaten dapat mengusulkan melalui sistem OSS untuk
mengeluarkannya dari daftar rencana inspeksi lapangan tahunan
berikutnya.

(11) Dalam hal Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil yang memiliki
kepatuhan terhadap standar dan kewajiban, tidak perlu dilakukan
inspeksi lapangan.



(12) Dafam hal inspeksi lapangan ditemukan bukti yang memberikan dampak
terhadap kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau lingkungan,
Sistem OSS melakukan pengolahan data dan informasi untuk peninjauan
atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan
usaha.

(13) Pemerintah Daerah kabupaten dan Pelaku Usaha dapat mengakses dan
memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapalgan
pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha pada
Sistem OSS.

Bagran Keenam
Pelaksanaan Pengaduan

Pasal 18
(1) Untuk meningkatkan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

DPMPISP menyediakan layanan pengaduan dari masyarakat dan/atau
Pelaku Usaha pada Sistem OSS dan Website DPMPISP.

(2) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap:
a. Pelaku Usaha;
b. Pemerintah Daerah kabupaten; dan
c. aparatur sipil negara dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau

terakreditasi.
(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:

a. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan

usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan Pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangal; atau
d. penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengaduan kepada Pelaku Usaha dilakukan sebagaimana diatur pada ayat

(3) huruf a, huruf b, dan hurufd.
(5) Pengaduan kepada Lembaga OSS, Pemerintah Daerah kabupaten dilakukan

sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d.
(6) Pengaduan kepada Aparatur sipil negara dan/atau profesi ahli yang

bersertifikat atau teralreditasi dilal<ukan sebagaimana diatur pada ayat (3)
huruf a, hurufc, dan huruf d.

(7) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
secara daring menggunakan Hak Akses Sistem OSS disertai dengan
bukti/dokumen pendukung.

(8) Sistem OSS akan memberikan notifikasi laporan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) kepada:
a. Pemerintah Daerah kabupaten untuk melakukan verifikasi lebih lanjut

sesuai ketentuan peraturarl perundang-undangan; dan
b. Pelaku Usaha untuk melakukan klarifikasi, dalam hal pengaduan

ditujukan kepada Pelaku Usaha.
(9) Pemerintah Daerah kabupaten dapat memberikan notifikasi melalui Sistem

OSS atas tindak lanjut hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
huruf a kepada:
a. Pelaku Usaha; dan
b. pelapor.

(10) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a
membuktikan adanya pelanggaran, dapat ditindaklanjuti berupa
pembinaan atau pemberian salksi oleh Pemerintah Daerah kabupaten
sesuai kewenangannya.



(11) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a
membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan penggunaan Sistem
OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Lembaga OSS melakukan pemblokiran Hak Akses terhadap Pelaku Usaha
atau aparatur Pemerintah Daerah kabupaten.

(12) Dalam hal sanksi atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d telah dipenuhi, Pelaku Usaha atau apa.ratur Pemerintah Daerah
kabupaten dapat mengajukan kembali permohonan pembukaan blokir
Hak Akses kepada Lembaga OSS.

(13) Permohonan pembukaan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (12)
dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

Bagian Ketujuh
Tindakan Administratif atas Dasar

Permohonan Pelaku Usaha atau Futusan Pengadilan

Pasal 19
(l) DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya dapat melakukan tindakan

administratif berdasarkan :

a. permohonan Pelaku Usaha; atau
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/atau
diproses secara daring melalui Sistem OSS.

(3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan
terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(a) Dalam hal tindakan administratif yang dimohonkan Pelaku Usaha atas
Perizinan Berusaha yang sudah tidak berlaku, l,embaga OSS akan
menerbitkan surat keterangan telah berakhirnya masa berlaku Perizinan
Berusaha.

(5) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum
dalam l,ampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Tindakan Administratif berdasarkan
Permohonan Pelaku Usaha

Pasal 20
(1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

huruf a, berupa: Pembatalan Sertifikat Standar dan/ atau lzin yang
langsung diterbitkan sesuai kriteria percepatan penerbitan Izin, yang telah
terbit dan belum terverifikasi; atau
a. Pencabutan NIB, Sertifikat Standar, dan/atau Izin yang telah

terverifikasi.
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap:
a. 1 (satu) Perizinan Berusaha yang memiliki 1 (satu) atau lebih kegiatan

usaha; atau
b. lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha yang memiliki 1 (satu) atau lebih

kegiatan usaha.
(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas

Sertifikat Standar atau izin yang telah terbit dan belum terverifikasi namun
Pelaku Usaha tidak lagi berminat dalam melakukan kegiatan usaha.



(4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
dimohonkan oleh Pelaku Usaha dilakukan atas:
a. Pencabutan karena pembubaran usaha orang perseorangan atau badan

usaha (likuidasi); atau
b. Pencabutan yang tidak termasuk pembubaran usaha orang

perseorangan atau badan usaha (non likuidasi).
(5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a) dilakukan

terhadap seluruh Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.
(6) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan Pencabutan non likuidasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf (b) dan Pelaku Usaha belum
memiliki NIB, sebelum melakukan Pencabutan Pelaku Usaha wajib memiliki
NIB, dengan melakukan pendaftaran atas Perizinan Berusaha yang masih
berlaku dan masih dilaksanakan.

(7) Terhadap Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha
wajib menindaklanjuti penyelesaian fasilitas fiskal dan pajak yang
terhutang, serta hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Dafam hal tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pelaku Usaha PMA atas seluruh Periainan Berusaha yang
dirnilikinya dan Pelaku Usaha masih berminat melakukan usaha di
Indonesia, maka Pelaku Usaha harus terlebih dahulu memperoleh Peizitan
Berusaha yang baru.

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku bagi Pelaku
Usaha dengan bidang usaha yang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan:
a. harus didirikan secara khusus untuk 1 (satu) bidang usaha (srngle

purposel; atan
b. tidak boleh dilakukan secara bersamaan dengan bidang usaha baru yang

akan dilaksanakan.
(10) Dalam hal tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pelaku Usaha PMA atas seluruh Perizinan Berusaha yang
dimilikinya dan Pelaku Usaha tidak berminat melakukan usaha di
Indonesia, maka Pelaku Usaha harus melakukan pembubaran usaha
orang perseorangan atau badan usaha (likuidasi).

Pasal 21
(1) Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha secara daring dengan validasi data di
Sistem OSS yang meliputi:
a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi

Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;

b. akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir
serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online)
yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang
dimiliki Pelaku Usaha; dan

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait konfirmasi status wajib pajak
Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(2) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh:
a. Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki akta; atau
b. Pelaku Usaha badan usaha nonperseroan yang tidak memiliki akta

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola



oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia, permohonan disertai dengan
pengisian pernyataan Pembatalan dalam Sistem OSS.

(3) Dafam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan atas
kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi, Sistem OSS secara
otomatis:
a. membatalkan Sertifikat Standar disertai dengan Pencabutan NIB apabila

Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
b. membatalkan Sertilikat Standar disertai dengan pemutakhiran NIB

apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
(a) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas

kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, Sistem OSS secara otomatis:
a. membatalkan Izin disertai dengan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha

hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
b. membatalkan lzin disertai dengan pemutakhiran NIB apabila Pelaku

Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
(5) Terhadap Pembatalan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan

permohonan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPISP
kabupaten sesuai kewenangannya menerbitkan Pembatalan melalui Sistem
OSS.

(6) Format Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
la.mpiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem
OSS kepada kementerian / lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

Pasal 22
(1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (41

huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim
penyelesai secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
a. identitas Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/ tim penyelesai dari

Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;

b. akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan
pembubaran badan usaha dari Sistem Administrasi Badan Hukum
(AHU - Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk
pembubaran badan usaha; dan

c. NPWP terkait konfirmasi status wajib pqjak Pelaku Usaha dari sistem
yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

(2) Dalam hal akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan
pembubaran badan usaha dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum dapat divalidasi oleh
Sistem OSS, perseorangan/likuidator/tim penyelesai mengunggah
persyaratan tersebut ke dalam Sistem OSS.

(3) Atas akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan
pembubaran badan usaha yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya melakukan verifikasi
paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan Pencabutan diajukan.

(4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
a. telah sesuai, DPMPTSP kabupaten memberikan notifikasi kepada Sistem

OSS untuk menerbitkan Pencabutan; atau



b. tidak sesuai, DPMPTSP kabupaten melalui Sistem OSS memberikan
notifikasi penolakan kepada likuidator/kurator untuk memperbaiki
permohonan.

(5) Dalam hd DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya tidak memberikan
notifikasi persetujuan/ penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS
atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4]r, Sistem OSS
menerbitkan Pencabutan.

(6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan sebagaimana
format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem
OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

(8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diikuti dengan
Pencabutan NIB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam hal
Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru
dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem
OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

Pasal 23
(1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (41

huruf b dilakukan oleh Pelaku Usaha secara daring dengan validasi data di
Sistem OSS yang meliputi:
a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi

Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;

b. akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir
serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online)
yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk
pencabutan atas dasar perubahan maksud dan tujuan badan usaha;

c. LKPM periode terakhil yang telah disetujui atas seluruh proyek yang
dimiliki Pelaku Usaha; dan

d. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem
yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

(2) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh:
a. Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki akta;
b. Pelaku Usaha badan usaha nonperseroan yang tidak memiliki akta

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia; atau

c. Pelaku Usaha yang hanya mencabut salah satu kegiatan usaha yang
dimiliki dalam 1 (satu) lokasi proyek, permohonan disertai dengan
pengisian pemyataan Pencabutan dalam Sistem OSS.

(3) Dafam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pelaku Usaha PMA yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha, maka
dilakukan melalui Pencabutan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22.

(a) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pelaku Usaha yang memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, Sistem OSS
secara otomatis:
a. menerbitkan pemutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan

tingkat Risiko rendah;



b. mencabut Sertifikat Standar disertai dengan pemutakhiran NIB atas
Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan/atau

c. mencabut Izin disertai dengan pemutakhiran NIB atas Pencabutan
kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

(5) Atas Pencabutan selagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha
menindaklanjuti dengan melakukan Pencabutan Sertifikat Standar produk
dan Sertifikat Standar usaha.

(6) Terhadap Pencabutan Perizi:tan Berusaha berdasarkan permohonan Pelaku
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPISP kabupaten sesuai
kewenangannya menerbitkan Pencabutan melalui Sistem OSS.

(7) Format Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinotifrkasi oleh Sistem
OSS kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

(9) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN mencabut NIB yang hanya memiliki 1 (satu)
kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan tidak melakukan
permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam)
bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS melakukan Pembatalan
Hak Akses secara otomatis.

(10) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha
sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko, NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Penzinan Berusaha Berbasis
Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.

(11) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dalam hal
Pelaku Usaha tidak melatukan permohonan Perizinan Berusaha yang
baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB,
Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

Paragraf 2
Tindakan Administratif berdasarkan

Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 24
(1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

huruf b, dilakukan atas tindak lanjut putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal pengadilan memutuskan:
a. pembubaran badan usaha, maka likuidator/kurator/tim penyelesai yang

ditunjuk oleh pengadilan menyampaikan permohonan Pencabutan
Pertzinan Berusaha melalui Sistem OSS;

b. Pencabutan Perizinal Berusaha dan/atau kegiatan usaha yang tidak
membubarkan badan usaha, maka Pelaku Usaha menyampaikan
permohonal Pencabutan Penzinarr Berusaha melalui Sistem OSS; atau

c. Pencabutan Perizinan Berusaha dan/ atau kegiatan usaha, maka
Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangannya menindaklanjuti
putusan pengadilan.

(3) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (21 huruf a,
likuidator/kurator/tim penyelesai mengajukan permohonan Pencabutan
Perizinan- Berusaha dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
a. identitas likuidator/kurator/tim penyelesai dari Sistem Administrasi

Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakal
urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari sistem
informasi penelusuran perkara yang dikelola oleh lembaga yudikatif; dan



c. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha sistem yang
dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan negara.

(4) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Pelaku
Usaha mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha dengan
validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi

Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari sistem
informasi penelusuran perkara yang dikelola oleh lembaga yudikatif;

c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang
dimiliki Pelaku Usaha; dan

d. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha sistem yang
dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan negara.

(5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b belum
dapat divalidasi oleh sistem, putusan pengadilan diunggah ke dalam Sistem
OSS saat mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha.

(6) Atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang
diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BKPM, DPMPTSP provinsi,
DPMPTSP kabupaten / kota, badan pengusahaan KPBPB, atau administrator
KEK sesuai kewenangannya melakukan verifikasi isi putusan pengadilan
paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.

(7) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6):

a. telah sesuai, DPMPTSP kabupaten, memberikan notifikasi kepada Sistem
OSS untuk menerbitkan Pencabutan; atau

b. tidak sesuai, DPMPTSP kabupaten, melalui Sistem OSS memberikan
notifikasi penolakan kepada likuidator/kurator/tim penyelesai untuk
memperbaiki permohonan.

(8) Dalam hal DPMPTSP kabupaten, sesuai kewenangannya tidak memberikan
notilikasi persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke sistem oSS
atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS

menerbitkan Pencabutan.
(9) Format Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam

Lampiran XI yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(10) pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinotifikasi oleh Sistem
OSS kepada kementerian / lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

(11) Dalam hal Pencabutan dilakukan atas dasar pembubaran badan usaha,
Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diikuti dengan
Pencabutan NIB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(12) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dalam hal
Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang
baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB,
Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

(13) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN mencabut NIB yang hanya memiliki 1

(satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (iima) digit dan tidak
melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun
waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS

melakukan Pembatalan Hak Akses secara otomatis.
(14) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha

sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko, NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam)



BAB V
PEI{YELENGGARAAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Kewenangan Pengawasan Penanaman Modal

Pasal 25
(1) Pengawasan Penalaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi

Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk
Penanaman Modal, dan/ atau kewqiiban kemitraan.

(2) Kewenangan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah Pusat dilakukan oleh Kepala BKPM melalui Deputi Bidang

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas kegiatan usaha yang
menjadi kewenangan Pemerintah Fusat, yaitu:
1. Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi;
2. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak

terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
3. Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas

tinggi pada skala nasional;
4. Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan

penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas daerah
provinsi;

5. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan
dan keamanan nasional;

6. PMA dan penanam modal yang menggunakan modal asing yang
berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang
dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan

7. bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah
Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pemerintah Daerah kabupaten yang ruang lingkup kegiatannya di
daerah kabupaten;

Pasal 26
(1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan

usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat
Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

(2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Per.lzinan
Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pengawasan rutin; dan
b. Pengawasan insidental.

(a) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha
dengan tingkat Risiko kegiatan usaha yang berbeda di I (satu) titik lokasi
yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.

bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.

(15) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (14), dalam hal
Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang
baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB,
Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.



Bagian Kedua
Pengawasan Rutin

Pasal 27
(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a

dilakukan melalui:
a. laporan Pelaku Usaha; dan
b. inspeksi lapangan.

(2) Pengawasan rutin melalui La.poran Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku
Usaha kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota,
administrator KEK, dan/ atau badan pengusahaan KPBPB yang memuat
perkembangan kegiatan usaha.

(3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) memuat:
a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan

pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate

social responsibility), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan
komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan atih
teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada
tahapan komersial setiap I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Pemantauan terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat
(3) dilakukan terhadap:
a. LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja,

realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan
kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha;

b. laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan;
c. Iaporan kegiatan Pelaku Usaha badan usaha luar negeri; atau
d. laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Pelaku Usaha badan

usaha-
(5) Pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dilakukan oleh:
a. DPMPTSP kabupaten atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a.
(6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada
laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi

fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha,
pemberian penjelasan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis mengenai
ketentuan pelaksanaan Per'tzinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau

b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan
lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga keq'a,
mesin/ peralatan, bangunan/ gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif
dan kemudahan untuk Penanarnan Modal, kewajiban kemitraan,
dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

(7) Datam hal inspeksi lapangan sslegaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
dapat dilakukan dengan kunjungan frsik, inspeksi lapangan dilakukan
secara virtual.

(8) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro
dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau
penyuluhan terkait kegiatan usaha.



(9) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan
oleh DPMPTSP kabupaten secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh
Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pengawasan Insidental

Pasal 28
(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)

hurufb dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
a. adanya pengaduan masyarakat;
b. adanya pengaduan dan/ atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
c. adanya indikasi Pelal<u Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran

lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan
keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional
maupun perekonomian daerah.

(2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
kepada Pelaku Usaha.

(3) Pengawasan insidenta-l sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi
dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi

kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku
Usaha, pemberian penjelasan dan/ atau konsultasi; dan/ atau

b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi
usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenrge kery'a, mesin/peralatan,
bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan
untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, d,an/atau kewajiban
lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

(4) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebegaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, Pengawasan insidental
dapat dilakukan secara virtual.

(5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten secara terkoordinasi dan dapat
didampingi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.

(6) Surat tugas dan BAP hasil Pengawasan insidental diinput ke Sistem OSS
setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

Bagian Keempat
Pemantauan Laporan

Pasal 29
(1) Kegiatan Pemantauan atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten
sesuai kewenangannya sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.

(2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pengumpulan, veri{ikasi, dan evaluasi terhadap laporan berkala.

Pasal 30
(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal27 ayat (4) hurufa, untuk setiap bidang usaha dan/ atau lokasi.



Pasal 3 1

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a
memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Perizinalr Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu

6 (enam) bulan pertama periode semester memiliki kewajiban
penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester yang sesuai
dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan ketujuh
periode semester yalg sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan

(2) Penyampaian LKPM ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
daring melalui Sistem OSS.

(3) Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk
perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode
beq'alan.

(4) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun

laporan; dan
b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

(5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diwajibkan
bagi:
a. Pelaku Usaha mikro; dan
b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan

asuransi.
(6) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan

dengan ketentuan:
a. Periode pelaporan sebagai berikut:

1. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli
tahun yang bersangkutan; dan

2. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal l0 bulan
Januari tahun berikutnya.

b. b. Format LKPM sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(7) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
dilakukan dengan ketentuan:
a. LKPM terdiri atas:

1. LKPM tahap konstruksi/persiapan bagi kegiatan usaha yang belum
berproduksi dan/ atan beroperasi komersial; dan

2. LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha
yang sudah berproduksi dan/ atau beroperasi komersial.

b. Periode pelaporan sebagai berikut:
1. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April

tahun yang bersangkutan;
2. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli

tahun yang bersangkutan ;

3. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan
Oktober tahun yang bersangkutan; dan

4. laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan
Januari tahun berikutnya.

c. Format LKPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tercantum dalam
Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



Berusaha, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada
periode semester berikutnya.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (41 huruf b
memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kati, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu

3 (tiga) bulan pertama periode triwulan memiliki kewajiban penyampaian
LKPM pertama kali pada periode triwulan yang sesuai dengan tanggal
penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan
keempat periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan
Peizinan Berusaha Berbasis Risiko, memiliki kewajiban penyampaian
LKPM pertama kali pada periode triwulan berikutnya.

Pasal 32
(1) Pelaku Usaha yang siap atau telah berproduksi/ beroperasi komersial wajib

menyatakan siap atau telah berproduksi/beroperasi komersial secara
daring melalui Sistem OSS.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
ketentuan minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan
peratur€rn perundang-undangan.

(3) Format pernyataan siap operasional dan/atau komersial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pelaku Usaha PMDN yang telah membuat pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan menjalarkan kegiatan usaha di luar wilayah
Indonesia menyampaikan informasi terkait kegiatan usaha tersebut secara
daring melalui Sistem OSS.

(5) Informasi terkait kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (a) paling sedikit memuat:
a. narna perusahaan yang berlokasi di luar wilayah Indonesia;
b. lokasi/negara;
c. bidang usaha yang dijalankan; dan
d. nilai Penanaman Modal di luar negeri.

(6) Format pernyataan Pelaku Usaha PMDN yang menjalankan kegiatan usaha
di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 33
(1) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)

dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal yang
dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh
DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara daring melalui
Sistem OSS.

(2) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), DPMPTSP kabupaten dapat meminta penjelasan dari Pelaku Usaha
atau meminta perbaikan LKPM.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas LKPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dianggap tidak
menyampaikan LKPM.

(4) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang
dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring
dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.



(5) BKPM melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal secara
nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM seca,ra daring
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke
publik paling lambat:
a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan

I;
b. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan

II;
c. triwulan III; dan
d. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

Pasal 34
Untuk meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kewajiban dan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, BKPM,
DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KpBpB,
dan administrator KEK dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha
terbaik sesuai dengan kewenangannya.

Bagran Kelima
Inspeksi Lapangan

Pasal 35
(1) Kegiatan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (l)

huruf b dilakukan oleh DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya secara
terintegrasi dan terkoordinasi.

(2) Dafam melaksanakan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat
atau terakreditasi.

(3) Dalam hal berdasarkan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang
dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau
terakreditasi melaporkan kepada DPMPTSP kabupaten yang menugaskan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi
ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang
dilakukan oleh Pelaku Usaha.

(4) DPMPTSP kabupaten melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah
dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari
setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau
terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPISP kabupaten dapat
bekedasama dengan aparatur penegak hukum.

(6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan rencana jadwal tahunan
yang tercantum pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

Bagran Keenam
Pemantauan terhadap Pelaksana Inspeksi Lapangan

Pasal 36
(1) Pelaksana inspeksi lapangan melaksanakal kegiatan inspeksi lapangan

berdasarkan kewenangannya.
(2) Dalam menjalankan inspeksi lapangan, pejabat pelaksana inspeksi

lapangan wajib:
a. memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;



b. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan
kepada pihak yang tidak berkepentingan; dan/at.au

c. tidak menyalahgunakan kewenangannya.
(3) Dafam hal pejabat pelaksana inspeksi lapangan melanggar kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai tindakan administratif
berupa:
a. peringatan secara tertulis; dan/atau
b. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberikan oleh kepala DPMPTSP kabupaten terhadap pejabat pelaksana
inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Sanksi

(1) Sanksi
berupa:

Pasal 38
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1),

a. peringatan tertulis;
b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
d. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan
kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
a. pelanggaran ringan;
b. pelanggaran sedang; atau
c. pelanggaran berat.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf c dapat dikenalan secara be4'enjang.

Pasal 39
(1) Pemerintah Daerah kabupaten dapat mengusulkan pemberian sanksi

administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c terhadap Pelaku Usaha yang
bukan kewenangannya dan menyampaikan usulan kepada DPMPTSP
kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37
(1) DPMPISP kabupaten sesuai kewenangannya mengenakan sanksi

administratif kepada Pelaku Usaha yang:
a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5;
b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6; dan/atau
c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) l,embaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha

dengan tingkat usaha Risiko menengah tinggi tidak melakukan pemenuhan
persyaratan standar kegiatan usaha dan tidak melakukan persiapan
kegiatan usaha.

(3) Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha
dengan tingkat usaha Risiko tinggr tidak melakukan pemenuhan
persyaratan Izin.



(2) Usulan pemberian Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditakukan melalui Sistem OSS dengan mengisi data antara
lain:
a. nama Pelaku Usaha;
b. lokasi proyek;
c. alasan pemberian Pencabutan Perizinan Berusaha;
d. daftar aksi tindak lanjut sebelum sanksi diberikan Pencabutaa; dan
e. dokumen pendukung yang diunggah ke Sistem OSS.

(3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP kabupaten
sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
pendukung paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.

(a) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS:
a. menerbitkan Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (f) apabila dokumen telah lengkap dan benar; atau
b. mengirimkan notifikasi dal penjelasan kepada Pemerintah Daerah

kabupaten pengusul untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen
apabila dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar.

(5) Da1am hal DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangzrnnya tidak memberikan
persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS
menerbitkan Pencabutan.

(6) Pencabutan sebagairnana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem
OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku
Usaha.

Paragraf 1

Sanksi Administratif berdasarkan
Penyampaian Pemenuhan Standar

Pasal 40
(1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko menengah

tinggi memiliki Sertifikat Standar yang belum terveri{ikasi dan atas
pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Peraturan
BKPM tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha
berbasis risiko dan Fasilitas Penanaman Modal sudah menyampaikan
namun belum memenuhi standar kegiatan usaha, berdasarkan notilikasi
dari perangkat daerah kabupaten, Sistem OSS membatalkan Sertifikat
Standar yang belum diverifikasi.

(2) Format Pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah, dan/ atau
Pelaku Usaha.

(a) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha
dapat meng4iukan kembali penerbitan Sertifrkat Standar yang belum
terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan
terbit.

(5) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku
Usaha belum memiliki Sertilikat Standar terverifikasi, Sistem OSS:
a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki I

(satu) kegiatan usaha; atau
b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari

1 (satu) kegiatan usaha.



(6) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Peizinan Berusaha baru, atas
Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses
akan dibatalkan secara otomatis I (satu) tahun sejak tanggal pencabutan
NIB.

(7) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bu pati ini.

(8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi
melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah, dan/ atau Pelaku Usaha.

Pasal 4 1

(1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko menengah
tinggi belum menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai
jangka waktu yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah kabupaten sesuai
kewenangannya melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3
(tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai
berproduksi / beroperasi.

(2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pemerintah
Daerah kabupaten menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam
Sistem OSS.

(3) Dafam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 Pelaku Usaha telah memenuhi standar kegiatan usaha, Sistem OSS
mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.

(a) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 Pelaku Usaha tidak juga memenuhi standar kegiatan usaha sesuai
jangka waktu yang telah ditetapkan:
a. Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi; dan
b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (21, ayat (3), ayat

(4), ayat (5), ayat (6), ayat (71, dan ayat (8) berlaku secxa mutatis
mutandi.s.

Paragraf 2
Sanksi Administratif berdasarkan

Penyampaian Pemenuhan Persyaratan Izin

Pasal 42
(1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi:

a. sudah menyampaikan namun belum memenuhi kelengkapan
persyaratan lzin; atau

b. belum menyampaikan pemenuhan persyaratan lzin, pada jangka waktu
sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM tentang pedoman dan tata
cara pelayanal perizinan berusaha berbasis risiko dan Fasilitas
Penanaman Modal, Pemerintah Daerah kabupaten sesuai
kewenangannya melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3
(tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai
berprod uksi/ beroperasi.

(2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Daerah kabupaten menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam
Sistem OSS.

(3) Dafam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan lzin, Sistem OSS
menerbitkan Izin.

(a) Da1am hal berdasarkan hasil pemantauan sslagaimana dimaksud pada
ayat {2), Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan Izin sesuai jarrgka
waktu yang telah ditetapkan, Sistem OSS menotifikasi Pelaku Usaha untuk
memenuhi persyaratan Izin dalam wal<tu 6 (enam) bulan.



(5) Dalam ha1 dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pelaku Usaha tidak melakukan pemenuhan persyaratan Izin, Sistem OSS:
a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1

(satu) kegiatan usaha; atau
b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih

dari 1 (satu) kegiatan usaha.
(6) Dafam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas

Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses
akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan
NiB.

(7) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi
melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah,
administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 43
(1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi yang

berlokasi di kawasan industri memiliki lzin yang belum terverifikasi dan
atas pemenuhan persyaratan lzin sebagaimana dimaksud pada Peraturan
BKPM tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha
berbasis risiko dan Fasilitas Penanaman Modal sudah menyampaikan
narnun belum memenuhi kelengkapan persyaratan Izin, berdasarkan
notifikasi dari perangkat daerah kabupaten, Sistem OSS membat alkan lzin
yang belum diverifikasi.

(2) Format Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(3) Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui
Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha.

(a) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha
dapat mengajukan kembali penerbitan lzin yang belum terverifikasi melalui
Sistem OSS dalam waktu 6 (bu1an) setelah Pembatalan terbit.

(5) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku
Usaha belum memiliki Izin terverifikasi, Sistem OSS:
a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1

(satu) kegiatan usaha; atau
b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih

dari 1 (satu) kegiatan usaha.
(6) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas

Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses
akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan
NIB.

(7) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi
melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 44
(1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi yang

berlokasi di kawasan industri yang memperoleh percepatan penerbitan Izin,
belum menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin sesuai dengan jangka
waktu yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah kabupaten sesuai
kewenangannya melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3



(tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai
berprod uksi/ beroperasi.

(2) Atas hasil pemantaual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Daerah kabupaten menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam
Sistem OSS.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan Izin, Sistem OSS
mencantumkan keterangan bahwa Izin telah diverifikasi.

(a) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pelaku Usaha tidak juga memenuhi persyaratan Izin sesuai jangka
waktu yang ditetapkan:
a. Sistem OSS membatalkan.Izin yang belum diverifikasi; dan
b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2\, ayat (3), ayat

(4\, ayal (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) berlaku secara mutatis
mutandi.s.

Pasal 45
(1) Pelaku Usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi diberikan sanksi

Pembatalan Sertifikat Standar, dalam hal tidak memperoleh Sertifikat
Standar terverifikasi sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norna,
standar, prosedur dan kriteria serta berdasarkan hasil Pengawasan tidak
melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu I (satu) tahun
sejak NIB terbit.

(2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengadaan tanah;
b. pembangunan bangunan gedung;
c. pengadaan peralatan atau sarana;
d. pengadaan sumber daya manusia;
e. pemenuhan standar usaha; dan/ atau
f. kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/ atau komersial,

termasuk:
1) pra studi kelayakan atau studi kelayakan; dan
2) pembiayaan operasional selama masa konstruksi.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperoleh Sertifikat Standar sesuai jangka
waktu, akan tetapi telah melakukan persiapan kegiatan usaha dalam
jangka waktu 1 tahun sejak NIB terbit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pelaku Usaha tidak diberikan sanksi Pembatalan Sertifikat Standar.

(4) Persiapan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi
oleh Sistem OSS terhadap LKPM periode terakhir yang disampaikan Pelaku
Usaha.

(5) Dalam hal Pelaku Usaha belum memperoleh Sertifikat Standar dan belum
melaksanakan persiapan kegiatan usaha pada jangka waktu 1 (satu) tahun
sejak NIB terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (41, maka Lembaga OSS
otomatis membatalkan Sertifikat Standar.

(6) Format Pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana pada ayat (5) tercantum
dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi melalui
Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku
Usaha.

(8) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha
dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum

Paragraf 3
Sanksi Administratif berdasarkan

Persiapan Kegiatan Usaha



terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan
terbit.

(9) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pelaku
Usaha belum memiliki Sertifikat Standar terverifrkasi, Sistem OSS:
a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki I

(satu) kegiatan usaha; atau
b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari

1 (satu) kegiatan usa-ha.
(10) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas

Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, Hak Akses
akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan
NIB.

(11) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a
tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(12) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dinotifikasi
melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha.

Paragraf 4
Sanksi Administratif berdasarkan

Pelanggaran Ringan

Pasal 46
(1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (21 huruf a

dikenakan dalam hal:
a. Pelaku Usaha melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

ayat ( 1);
b. Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode

berturut-turut;
c. Pelaku Usaha menyampaikan LKPM pertama kali tarpa ada nilai

tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut
dengan nilai realisasi nihil;

d. Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka
waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi yang tercantum dalam
Sistem OSS;

e. Pelaku Usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama
menjalankan kegiatan usaha; atau

f. tedadinya pencemarzrn lingkungan pada lokasi usaha yang tidak
membahayakan keselamatan.

(2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/ atau ketiga.

Pasal 47
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dikenakan kepada Pelaku
Usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) Hari;
b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas)

Hari; dan
c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu l0 (sepuluh)

Hari, terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui
Sistem OSS dan dinotilikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat
elektronik.



(3) Terhadap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha
wajib:
a. memberikan tangtqapan atas surat peringatan melalui Sistem OSS;

dan/atau
b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/ ata.u ketentual

lainnya sesuai peraturan perundarg-undangan.
(4) Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
a. telah sesuai, maka DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya

memberikan notifikasi melalui Sistem OSS bahwa peringatan dinyatakan
gugur kepada Pelaku Usaha; atau

b. tidak sesuai, maka DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya
memberikan sanksi administratif selanjutnya.

(5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan ketiga,
DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan
Pengawasan.

(6) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data
dukung bagi DPMPTSP kabupaten untuk memberikan sanksi administratif
berikutnya.

(7) Format peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga tercantum pada
Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(8) Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga sebasaimana dimaksud pada
ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga,
Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Paragraf 5
Sanksi Administratif berdasarkan

Pelanggaran Sedang

Pasal 48
(1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b

dikenakan dalam hal:
a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran

ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
b. terbukti te{adinya pencemaran lingkungan yang membahayakan

keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi
usaha; dan/ atau

c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan
sanksi administratif secara bery'enjang, yaitu berupa:
a. peringatan tertulis pertama dan terakhir; atau
b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.

(3) Dalam hal sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak
ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, maka DPMPTSP kabupaten sesuai
dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif pelanggaran
berat.

Pasal 49
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir dapat

dikenakan apabila terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan hurufc.

(2) Terhadap peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:



a. memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan
terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau

b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelatu
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. telah sesuai, DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya

memberikan notifikasi bahwa peringatan tertulis pertama dan terakhir
dinyatakan gugur kepada Pelaku; atau

b. tidak sesuai, DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya
memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada
Pelaku Usaha.

(a) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan pertama dan
terakhir, DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat
melakukan Pengawasan.

(5) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data
dukung bagi DPMPTSP kabupaten untuk memberikan sanksi administratif
berikutnya.

(6) Sanksi administratif berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (5):
a. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat ( 1)

huruf b diberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha; atau
b. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat ( 1)

huruf c diberikan Pencabutan.
(7) Format peringatan pertama dan terakhir tercantum dalam Lampiran XXXII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(8) Peringatan pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Perangkat Daerah terkait dan Pelaku
Usaha.

Pasal 50
(1) Sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dapat dikenakan
apabila:
a. Pelaku Usaha yang tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak

lanjut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak
diterbitkannya surat peringatan yang ketiga atau 30 (tiga puluh) Hari
surat peringatan pertama dan terakhir; atau

b. hasil inspeksi lapangan membuktikan teg'adinya pelanggaran sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) hurufb.

(2) Dalam memberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha atas kondisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan dokumen
pendukung berupa BAP.

(3) Dalam hal melaksanakan implementasi Penghentian Sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat beke4'asama dengan aparatur
penegak hukum.

(4) Terhadap Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari w4jib:
a. memberikan tanggapan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha

melalui Sistem OSS; dan
b. melakukan pemenuhan kewqjiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan

lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal Pelaku Usaha telah memberikan tanggapan dal memenuhi

kewajiban, tanggung jawab, dan/ atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Pencabutan atas
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS.



(6) Berdasarkan permohonan pencabutan atas Penghentian Sementara
Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP kabupaten
pemberi sanksi melakukaa evaluasi dan/atau inspeksi lapangan yang
dituangkan dalam BAP.

(7) Dalam hal evaluasi dan/ atau inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6):
a. telah sesuai, DPMPISP kabupaten pemberi sanksi memberikan notifikasi

kepada Sistem OSS untuk mencabut Penghentian Sementara Kegiatan
Usaha dengan tembusan kepada Pelaku Usaha; atau

b. tidak sesuai DPMPTSP kabupaten pemberi sanksi memberikan notifikasi
kepada Sistem OSS untuk memberikan sanksi administratif berikutnya
dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.

(8) Dafam Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti Penghentian Sementara
Kegiatan Usaha yang diberikan, DPMPTSP kabupaten sesuai dengan
kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.

(9) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menjadi data
dukung bagi DPMPTSP kabupaten untuk memberikan sanksi administratif
berikutnya.

(10) Format Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(11) Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembega, Pemerintah
Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Paragraf 6
Sanksi Administratif berdasarkan

Pelanggaran Berat

Pasal 51
(1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat {2) hurufc

dikenakan dalam hal:
a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran

sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
b. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan

Perizinan Berusaha;
c. terbukti te{adinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan

dan/ atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun
perekonomian daerah; atau

d. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait Perizinan Berusaha.

(2) Pelanggaran lg1a1 ssfageimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 52
(1) Sanksi administratif berupa Pencabutan Penzinan Berusaha Berbasis

Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2\ dikenakan apabila:
a. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak

lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis
pertama dan terakhir;

b. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak
lanjut atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Penghentian
Sementara Kegiatan Usaha;



c. hasil inspeksi lapangan yang membuktikan terjadinya pelanggaran berat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, huruf c atau
hurufd; atau

d. berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(2) Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa:
a. Pencabutan NIB;
b. Pencabutar Sertifikat Standar; dan/atau
c. Pencabutan Izin.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha masih berminat melakukan kegiatan usahanya,
Pelaku Usaha wajib melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko yang baru.

(a) Dalam hal Pe1aku Usaha hanya memiliki I kegiatan usaha sesuai dengan
KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), NIB akan dicabut apabila dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang
usaha yang lain.

(5) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat {41, dalam hal
Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru,
Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal
Pencabutan NIB.

(6) Lembaga OSS memberikan notilikasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari
sebelum dilalukan Pembatalal Hak Akses sebagaimana dimaksud pada
ayat (5).

(7) Terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan hurufd,
kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pencabutan
Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48, dengan disertai dokumen pendukung berupa BAP atau putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(8) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan
oleh adanya pencemarzrn lingkungan, Pelaku Usaha diwajibkan melakukan
pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(9) Format Pencabutan Penzinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem
OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan
Pelaku Usaha.

(11) Notifikasi kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
disertai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat
(s).

Paragraf 7
Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 53
(1) Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk

Menunjang Kegiatan Usaha dikenakan dalam hal hasil inspeksi lapangan
membuktikan te{adinya pelanggaran atas Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha.

(2) Dalam hal Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
diterbitkan melalui sistem OSS, Pemerintah Daerah kabupaten sesuai
kewenangannya dapat mengusulkan Pencabutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) melalui Sistem OSS dilengkapi dokumen pendukung.



(3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menerbitkan
Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Format Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran XXXV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem
OSS kepada Pemerintah Daerah kabupaten dan Pelaku Usaha.

Bagian Kedelapan
Biaya

Pasal 54
(l) Pelaku Usaha tidak dikenakan biaya dalam kegiatan Pengawasan Berbasis

Risiko yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
(21Biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah kabupaten untuk kegiatan

Pengawasan Berbasis Risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

BAB VI
KEADAAN KAHAR

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56
Dalam hal Sistem OSS belum dapat digunakan untuk:
a. permohonan tindakan administratif oleh Pelaku Usaha; dan
b. pemberian sanksi administratif kepada Pelaku Usaha, dapat disampaikan

secara luar jaringan (luring) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan da-lam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 55
(1) Dalam hal OSS tidak dapat berfungsi karena Keadaan Kahar lforce majeurel

pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko dapat dilakukan secara manual.
(2) Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko secara manual sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
(3) penyampaian laporan Pelaku Usaha tetap dilaksanakan secara berkala

dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini;

(4) perencanaan inspeksi lapangan tetap dilaksanakan sesuai jadwal oleh
setiap koordinator Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko melalui media komunikasi yang tersedia;

(5) hasil inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan
pelaksana inspeksi lapangan menginput hasil inspeksi lapangan ke dalam
Sistem OSS setelah berakhirnya Keadaan Kahar;

(6) permohonan tindakan administratif dilengkapi dokumen serta diterbitkan
menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan
Bupati ini; dan

(7) pemberian sanksi dilengkapi dokumen serta diterbitkan dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Bupati ini.

(8) Penetapan darr pengaturan Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam
Peraturan BKPM tentang sistem perizinan beru saha berbasis risiko
terintegrasi secara elektronik.



*

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu paten Bone.

Watampone
0 Oktober 2022

M. PADJALANGI

di Watampone
2O 0ktober 2022
DAERAH KABUPATEN BONE,

DDIN
RAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 6'

PA

t

a



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 51 TAHUN2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN

Nomor : ...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS
menerbitkan surat tugas kunjungan lapangan dengan pelaksana inspeksi
sebagai berikut:

1 Nama

NIP

Pangkat/Gol.Ruang
Jabatan
Instansi

2 dst.

Maksud Inspeksi Lapangan ke <nama Pelaku
Usaha> dengan lokasi proyek di
Kab/Kota......., Provinsi ....

Waktu Pelaksanaan : Tanggal dd/rrlrn/yryyr

Diterbitkan di Jakarta, tanggal ... bulan ... tahun...

Lembaga OSS

gani secara elektronik

t

NE,

t

.o

SAR M. PADJALANGI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR6l TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN

Nomor : ...

Yth.
... (Direksi/ Pimpinan Perusahaan/ Pelaku Usaha)
Jl. ....
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2O2l tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengawasan Peizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan ini kami
bermaksud melaksanakan kegiatan pengawasan/inspeksi lapangan untuk
melakukan evaluasi atas peiaksan aan peizinan berusaha berbasis risiko
terhadap kegiatan usaha sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha ...tanggal. ..

Nomor Kode Proyek

Perizinan Berusaha Sertifikat Standar/ Izin ... tanggal...
Kegiatan Usaha

Bidang Usaha

KMK Persetujuan
Fasilitas Mesin/
Barang dan Jasa

(apabila ada)

Lokasi Proyek

Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal... dan pejabat/staf yang
kami berikan tu melaksanakan tan tersebut adalah seb berikut:

No Nama NIP Jabatan Unit dan Instansi
Ke{a

1

dst

Untuk dapat terlaksananya kegiatan dimaksud mohon bantuan dan kesediaan
Saudara untuk dapat menerima Tim Kementenan /I*mbaga/ Pemerintah
Daerah/administrator KEK/badan pengusahaan KPBPB serta dapat
memberikan data dan informasi terkait perkembangan kemajuan perusahaan
Saudara sesuai yang kami perlukan.



Demikian atas kesediaan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal ... bulan ... tahun ...

Lembaga OSS

Ditandatangani secara elektronik

M. PADJALANGI

t

t

t

A r.)



LAMPIRAN NI
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DAF"TAR PERTANYAAN KEGIATAN INSPEKSI LAPANGAN

DATA PELAKU USAHA

DAFTAR PERTANYAAN KEGIATAN INSPEKSI LAPANGAN
B.1 Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha *)

Pemerintah Daerah Kabupaten
No Hal-hal yang Ditanyakan
1

dst
8.2 Pemenuhan Kewajiban sesuai NSPK

Pemerintah Daerah Kabupaten
No Hal-hal yang Di akan
1

dst
Pemenuhan Kewajiban atas Penyampaian Laporan dan/ atau
Pemanfaatan Fasilitas Penanaman Modal
Pemerintah Daerah Kabu paten

No Hal-hal yang Ditanyakan
1

dst

*) Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangan dapat mengakses daftar
hal-hal yang ditanyakan kepada pelaku usaha pada Sistem OSS.

NE

M. PADJALANGI

Nama Pelaku Usaha/ Perusahaan
Nomor Induk Berusaha
NPWP
Nomor Kode Proyek
Lokasi Proyek
Status Penanaman Modal
Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI)

PA\)
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Nomor

Pada hari ini, tanggal ... ... . bulan tahun......... ,
yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan
wakil dari perusahaan, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1 Nama Pelaku
perusahaan

Usaha/

2 Alamat l,okasi Proyek

Nama dan Kontak Penanggung
jawab
di lokasi proyek

II. PER]ZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI OBYEK
PENGAWASAN

1 Nomor
Penerbitan
Berusaha

dan
Nomor

Tanggal
Induk

2 Nomor Kode Proyek

3

4 Bidang Usaha

5
Persyaratan dasar perizinan
berusaha *)

6 Sertifikat Standar/Izin *)

7 Fasilitas Penanaman Modal No. Tanggal

8 Pemenuhan Standar Usaha *)

a
b
c

e

Pemenuhan Standar
Produk*)

a. Standar:

b. Sertifikasi:

c. Lisensi:

d. Pendaftaran Barang:

3

Kegiatan Usaha

d.

9



e. lain-lain:

10. Nilai Rencana dan Realisasi
Investasi

a. Nilai Rencana Investasi:

b. Nilai Realisasi Investasi:

c. Kesesuaian Nilai Realisasi
Investasi di Lapangan:

(sesuai/ tidak sesuai)*

11. Penyerapan Tenaga Kery'a
Laki-laki orang
Perempuanorang
Total orang

12. Kewajiban *)

Divestasi
Pelatihan TKI
CSR
Kemitraan
Alih Telmologi
Pengelolaan Lingkungan

13. Penilaian Kepatuhan
PelakuUsaha

a. Teknis:

b. Administratif:

III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

IV. HASIL PENGAWASAN

V. DOKUMENPENDUKUNG

VI. REKOMENDASI



Mengetahui
Pimpinan/Penanggung
Jawab Peru sa}-aan

Cap & Tanda Tan gan

Perneriksa,

Koordinator
DPMPTSP
Kabupaten
Narna :

Jabatan :

Tanda Tangan,

(Nama)

(Jabatan)

DPMPTSP
Kabupaten
Narna i

Jabatan :

DPMFrISP
Kabupaten
Narna :

Jatratan I

Wakil Instansi
Narna :

Jabatan :

Dan seterusnya sesuai
kebutuhan



TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK
(BAP)

PENOMORAN BAP: dilakukan oleh Sisten OSS

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan
pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAI{A,T{N.

T. PERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN

1

Nama Pelaku
Usaha/Perusahaa
n

Penarikan data dari Sistern OSS

2 Alamat Lokasi
Proyek Penarikan data dari Sistem OSS

|>
Nama dan Kontak
Penanggungjawab
di lokasi proyek

Diisi nama lengkap, nornor HP dan
aJarnat email
penanggung j awab di lokasi proyek

1

Nomor dan Tanggal
Penerbitan Nomor
IndukBerusaha

Penarikan data dari Sistem OSS

2 Nomor Kode Proyek Penarikan data dari Sistern OSS

3 Kegiatan Usaha Penarikan data dari Sistem OSS

4 Bidang Usaha Penarikan data dari Sistern OSS

5 Penarikan data dari Sistem OSS

6 Sertifikat
Standar/ Izin *)

Penarikan data dari Sistem OSS
(menyesuaikan dengan tingkat Risiko
kegiatan usaha)

7 Fasilitas Penanarnan
Modal

Penarikan data dari Sistem OSS
(apabila ada)

Pemenuhan Standar
Usaha *)

Penarikan data dari Sistem OSS
penilaian hasil di lapangan

9 Pernenuhan Standar
Produk *)

10. Nilai Rencana dan
Realisasi Investasi

a. Nilai Rencana Investasi: Penarikan
data dari Sistem OSS

b. Nilai Realisasi Investasi:

c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi
di Lapangan: (sesuai/ tidak sesuai)*

11. Penyerapan Tenaga
Kerja

Laki-laki
Perempuan
Total

orang
orang
ofang

Persyaratan dasar
peri-zinan berusaha *)

a.

Penarikan data dari Sistern OSS



12.

Kewajiban

(disi dengan:
centang ({): memenuhi
silang (x): tidak
memenuhi)

Divestasi
Pelatihan TKI
CSR
Kernitraan
Alil. Telrnologi
Pengelolaan Lingkungan

13. Penilaian Kepatuhan
Pelaku Usaha

a. Teknis:
**) diisi oleh pelaksana inspeksi
lapangan
***) list aspek yang perlu diisi ditarik
otomatis

b. Adrninistratif:
**) diisi oleh pelaksana inspeksi
lapangan

*) sesuai dengan kegiatan usaha

PERMASALAHAN
Diisi tentang semua harnbatan /kendala yang dihadapi
perusahaan dalam menjalankan kegiatan berusaha.

HASIL PENGAWASAN
- Diisi sesuai dengan trasil pengawasan di lapangan sesuai

ketentuan masing-mastng K / L / D.
- Termasuk aspek keselanrratan, kesehatan, lingkungan

hidup, darr/ atan bahaya lainnya yang dapatditimbulkan
dari pelaksanaan kegiatan usaha.

DOKUMEN PENDUKUNG
Pelaksana pengawasan dari masing-masing K/L/D,
mengunggah dokumen pendukung hasil Pengawasan berupa
file pdf.

VI REKOMENDASI
- Telatr memenuhi persyaratan perizinan

berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan
usaha;

- Pembinaan terrnasuk dalam rangka fasilitasi
penyelesaian permasalal.an perusahaan;

- Perbaikan; atau
- Penerapan sanksi.

BONE,

III.

V

PA
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AR M. PADJALANGI

berdasarkan l,arnpiran Peraturan
Pernerintah Nornor 5 Tal.un 2O21
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT KETERANGAN
TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU PERIZINA BERUSAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT KETERANGAN

TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU PERIZINA BERUSAHA
Nomor...

Lembaga OSS dengan ini rnenerangkan bahwa:

Narna Pelaku Usaha
Nornor Induk Berr saha
Alamat Kantor

merupakan pemegang Pendaftaran Penanaman Modal / lzin
Prinsip/ Izin Investasi/ Izin Usal.a/ KPPA / KP3 A / Kantor Perwakilan
BUJKA/ Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing/ Badan
Usaha Luar Negeri *) Nomor tanggal yang berlaku
selama... / sarnpai dengan tanggal ...

Tindakan administratif berupa Pernbatalan/ Pencabutan
Pendaftaran Penanaman lNlodal / lzin Prinsip/ Izin Investasi / Izin
Usaha/KPPA/KP3A/Kantor Perwakilan BUJKA/ Kantor Perwakilan
Penunjang Tenaga Listrik Asing/ Badan Usaha Luar Negeri*)
dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanarnan
Modal Nomor ... Ta,hun 2O2l tentang Pedornan dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 36 ayat (4),
tindakan administratif tersebut dilakukan tertradap Perizinan
Berusaha yang rrasih berlaku.

Berdasarkan hat-hal tersebut di atas, maka atas perizinan
sebagaimana tersebut pada butir 1 yang telatr habis masa
berlakunya menjadi sudah tidak berlaku lagr sehingga tidak
mernerlukan pencabutan atau pembatalan perizinarrnya.

Apabila dikernudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan
perbaikan sebagaimana rnestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal ... bulan ... tal.un ...



Kepala Badan Koordinasi Penanarnan Modal

D itandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/ rnrn/y7ryy

Catatan:
*) pilihan rnengesuaikant dengan narna lzin Usaha atau Kegiatan

Usaha ga.ng akan diberikan surat keterangan.

1. Dolstmen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku
Usaha gang tersimpan dalann Sistem OSS, gang menjadi tangryng
ja utab Pelaku Usaha.

z. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dolanrnen ini akan dilalatkan
p e rb aikan seb ag aimana me sting a.

s. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
serTiftkat eletronik y ang diterbitkan oleh,BSrE-BSS.I[.

+. Data lengkap dapat diperoleh melalui Sistem OSS menggunakan
Itak akses.

BONE,

SAR M. PADJALANGI

t



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR51 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PEMBATALAN PERIZINAN
KEGIATAN USAHA BERDASARKAN
USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK TNDONESIA
PEMBATALAN IZIN

Nomor ...

Berdasarkan perrnohonan pelaku usaha serta memperhatikan
Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nornor ... Tahun 2O2 1 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pernbatalan Izin
kepada:

Nama Pelaku
Usaha/Perusahaan
Nomor Induk Beru saha (13 digit)
NPWP
Nornor Kode Proyek
Alamat Kantor
No Telepon
Email
Status Penanarnan Modal
Norror Izin
Kode Klasifikasi Baku
Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI)
Lokasi U saha

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha diwqjibkan menyelesaikan masalah yang terkait

dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peratr.rran perundang-
undangan.

2. Pelaku Usa.l.a diwaj ibkan rnenyelesaikan rnasalah fasilitas
terhutang atas pengimporzrn mesin dan/atau peralatan sesuai
dengan peraturan perundang- undangan, dalam hal Pelaku
Usal. a rnernanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau
peralatan yang dirnaksud.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikernudian
hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaika-n sebagaimana
mestinya.

BERUSAHA DAN/ATAU
PERMOHONAN PELAKU



Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/ rnn/ yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/ rnrn/yyyy

Lannpiran dalann bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan rnelebihi
sotu halannan.

7. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku
usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, gang menjadi tanggung
janttab pelalctt usaha

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat eletronik g ang diterbitkan oleh,ElSrE-.BSSN.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR

Nomor ...

Berdasarkan perrnohon€rn pelaku usaha serta memperhatikan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bertrasis Risiko dan Peraturan
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2O2l tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko, Pernerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan
Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku
Usaha/ Perusahaan
Nomor Induk Berusatra 13 digit
Nomor Kode Proyek
Alarnat Kantor
No Telepon
Email
Status Penanaman Modal
Nomor Sertifikat Standar
Kode Klasi{ikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLr)
Lokasi Usal.a

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait

dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas
terhutang atas pengimporan mesin dan/ atau peralatan sesuai
dengan peraturan perundang- undangan, dalam hal Pelaku Usaha
memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan / atau peralatan
yang dimaksud.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikernudian
hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagairnana
mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/ rnrn / yy1ry

Kepala Badan Koordinasi Penanarnan Modal

Ditandatangani secara elektronik

B. FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR



Dicetak tanggal: dd / rnrn / yyyy

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan metebihi
satu halatnan.

7. Dolstmen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dai pelaku
usaha, tersirnpan dalann Sistem OSS, gang menjadi tanggung
jautab pelalat usaha

2. Dolstrnen 7tL7 telah ditandata secara elektronik menggunakan
sertifikat eletronik Aang dite BSrE-BSSff.

ONE,

SAR M. PADJALANGI

t
,i

ti



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR Nomor ....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha
perseorangan/likuidator/tim penyelesai") serta rnemperhatikan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Penzinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tatrun 2O2l terrtang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan PerDinan Berusaha Berbasis
Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan pencabutan
Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku
Usal.a/ Perusahaan
Nomor Induk Berusaha

Nomor Kode Proyek
Alamat Kantor
No Telepon
Email
Nomor Sertifikat Standar
Status Penanaman Modal
Kode Klasifikasi Baku
Lapangart
Usaha Indonesia (KBLI)
Lokasi Usaha

A. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR DALAM RANGKA
LIKUIDASI ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA
PERSEORANGAN/ LIKUIDATOR/TIM PENYELESAI

(13 disit)
NPWP

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha diwajibkan rnenyelesaikan masalatr yang terkait

dengan ketenagakeq'aan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalatr fasilitas
terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai
dengan peraturan perundang- undangan, dalam hal Pelaku Usatra
memanfaatkan fasilitas pengimporan rnesin dan/atau peralatan
yang dimaksud.

3. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*)
diwajibkan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan
likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.



4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikernudian
hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd / rnrrr / yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

D itandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/ rnrn/yyyy

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi
satu halaman.

7. Dolcumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku
usaLta, tersimpan dalann Sistem OSS, gang menjadi tanggung
janaab pelaku usaha

2. Dolstmen ini telah ditandatangani secara elektronik menggttnakan
seftiftkat eletronik gang diterbitkan oleh BSrE-BSSiV.



B. FORMAT PENCABUTAN IZIN STANDAR DALAM
LIKUIDASI ATAS PERMOHONAN PELAKU
PERSEORANGAN/ LIKUIDATOR/ TIM PENYELESAI

RANGKA
USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN

Nomor .....

Berdasarkan permohona-n pelaku usaha perseorangan/
likuidator/ tim penyelesai*) serta memperhatikan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tatrun 2O2l tentamg Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor ... Tahun 2O2l tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku
Usal"a/ Perrrsahaan
Nomor Induk Berusatra (13 digit)
NPWP
Nomor Kode koyek
Alarnat Kantor
No Telepon
Email
Nornor Sertifikat Standar
Status Penanarnan Modal
Kode Klasifikasi Baku
Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI)
Lokasi Usaha

Dengan ketentr.ran:
1. Pelaku Usalla diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait

dengan ketenagakel1'aan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas
terhutang atas pengimporan mesin dan/atau pera-latan sesuai
dengan peraturan perundang- undangan, dalam hal Pelaku Usaha
memanfaatkan fasilitas pengirnporan mesin dan/atau peralatan
yang dirnaksud.

3. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*)
diwajibkan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan
likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.



Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd / rnrn / yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd / nm / yyyy

*) Pilih salah saht

7. Doktmen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dai pelalot
usaha, tersirnpan dalam Slsfem OSS, gang menjadi tanggung
jautab pelaku usaha

2. Dokumen ini telah ditandatanganti secara elektronik rnenggunakan
sertifikat eletronik gang diterbitkan oleh BSrE-BSS1V.

NE

M. PADJALANGI
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BONE
NoMoR 51 teHurv 2ozz
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCAEIUTAN NIB KARENA LIKUIDASI BERDASARKAN
PERMOHONAN PERMOHONAN PELAKU USAHA PERSEORANGAN/
LIKUIDATOR/TIM PENYELESAI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor

Berdasarkan perrnohonan Pelaku Usatra perseorangan/ likuidator/
tirn penyelesai*) serta rnemperhatikan Peraturan Pemerintatr Nomor
5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanarnan Modal Nornor ...
Tahun 2O2l tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia
menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusatra (NIB) kepada:

Nama Pelaku
Usaha/ Perusahaan
Nomor Induk Berusaha (13 disit)

Nomor Kode Proyek
Alamat Kantor
No Telepon
Email
Status Penanaman Modal
Kode Klasifikasi Baku
Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI)

Dengan ketentuan:
1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai

Angka Pengenal knpor, trak akses kepabeanan, pendaftaran
kepesertaan jaminan sosial kesehatan, jarninan sosial
ketenagakeq'aan, Pernyataan Jaminan halal**), dan Standar
Nasional Indonesia**), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tirn penyelesai*) sesuai
peraturan perundang-undangan diwajibkan:
a. rnenyelesaikan seluruh kewaj iban terrnasuk kewajiban

ketena gakerj aan;
b. menyelesaikan rnasalah fasilitas terhutang atas pengirnporan

mesin dan/ atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha
rnemanfaatkan fasilitas pengirnporan rnesin dan/ atau
peralatan yang dimaksud.

NPWP



c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan
likuidasi Pelaku Usaha.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliman, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Diterbitkarr di Jakarta, tanggal: dd/ rnra/yyyy.

Kepala Badan Koordinasi Penanannan Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd./ rnrn/yyyy.

*) Pilih salah satu
**) untuk MB Perizinan Tunggal

t. Dolsnnen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dai pelaku
usaha, tersimpan dalann Sistem OSS, gang menjadi tanggung jatoab
pelaktt usaha.

z. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggttnakan
seftifikat eletronik g ang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nornor

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk
<narna pelaku usaha/ perusahaan> dengan Nomor Induk
Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

*) Status akan- terupdare secara otomatis oleh sistem.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dokurnen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

NE,

M. PADJALANGI

No. Kode
KBLI

Judul
K.E}LI

Irkasi
Usaha

Klasifikasi
Risiko

Perizinan Berusaha
Jenis Nolnor Status*)

(1) \2) (3) (s) (6) \71 (81

1 NIB ......-... (13 dieit)
Tanggal:

dd.l'ldtu/yyw

Tercabut

Sertifrkat
Standar: / Izin
(apabila ada)

.......... (17 digit)
Tanggal: dd/ l1:rl!/Ja.yy

sertifikat
Sta'ldat
Produk
(apabila ada)

.......... (17 digit)
Tanggal: ddlmrn/yyy5z

'fercabut

PAT$
a

I

I o

(4)



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR DALAM
RANGKA NON LIKUIDASI BERDASARKAN PERMOHONAN
PERMOHONAN PELAKU USAHA

Nornor

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta rnernperhatikan
Peraturan Pernerintal. Nornor 5 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2O2l tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko, Pemerintatr Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan
Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku
Usaha/ Perusahaan
Nomor Induk Berusaha ........:. (13 digit)
NPWP
Nornor Kode Proyek
Alarnat Kantor
No Telepon
Email
Nomor Sertifikat Standar
Statu.s Penanaman Modal
Kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha lndonesia
(KBLI)
Lokasi Usa].a

Dengan ketentuan
1. Pencabutan Sertilikat Standar ini diterbitkan berdasarkan

permohonan Pelaku Usaha.
2. Dengan terbitnya Pencabrltan Sertifikat Standar ini, maka

kegiatan usaha atas Serti{ikat Standar tersebut dinyatakan tidak
berlaku.

3. Pelaku Usaha diwaj ibkan menyelesaikan rnasalatr fasilitas
terhutang atas pengimpora.n rnesin dan/ atam peralatan sesuai
dengan peraturan perundang- undangan, dalarn hal Pelaku Usaha
memanfaatkan fasilitas pengirnporan mesin dan/ atau peralatan
yang dimaksud. ")

4. Pelaku Usaha diwaj ibkan rnenyelesaikan rnasalah yang
terkait dengan ketenagakeq'aan sesuai dengan peraturan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR



perlrndang-undangan.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagairnana
mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd / rnrn / yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penalaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tarrggal: dd/ rnrn/yyyy

7. Dolqtmen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dai pelaku
usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tangryng
jautab pelalat usaha.

2. Dolqtmen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat eletronik g ang diterbitkan oleh B SrE-BSSN.



B. FORMAT PENCABUTAN IZIN DALAM RANGKA NON LIKUIDASI
BERDASARKAN PERMOHONAN PERMOHONAN PELAKU USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK IND ONESIA
PENCABUTAN IZIN

Nornor:

Nama Pelaku
Usal.a/ Perusal. aan
Nornor Induk Berusaha (13 digit)
NPWP
Nomor Kode Proyek
Alamat Kantor
No Telepon
Email
Nomor Sertifikat Standar
Status Penanarnan Modal
Kode Klasi{ikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLD
Lokasi L]saha

Dengan ketentuan
1. Dengan terbitnya Pencabutan lzin ini, maka kegiatan usaha atas

izin tersebut dinyatakan tidak berlaku.
2. Pelaku Usatra diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas

terhutang atas pengiIrrpor€rn mesin dan/ atau peralatan sesuai
dengan peraturan perundang- undangan, dalam hal Pelaku Usaha
memanfaatkan fasilitas pengimporan rnesin dan/atau peralatan
yang dimaksud.

3. Pelaku Usaha diwajibkan rnenyelesaikan rnasalah yang terkait
dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-
rlndangan.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana
rnestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd /rnn/yyryy

Kepala Badan Koordinasi Penanarnan Modal

Ditandatangani secara elektronik

Berdasarkan permohonan pelaku usal"a serta rnernperhatikan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berrsaha Ber:basis Risiko dan Peraturan
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2O2l tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko, Pemerintah Republik Indonesia rnenerbitkan Pencabutan Izin
kepada:



Dicetak tanggal: dd / rnrn / yyyy

7. Dolqtmen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dai pelaku
usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, gang menjadi tanggung
ja utab pelalan usaha.

2. Dolstmen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
seftifikat eletronik g ang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

BONE,

M. PADJALANGI



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAIIUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL

TAHUN: ...
PERTODE:
- Semester Pertama (Januari - Juni) : ( )
- Semester Kedua (Juli - Desernber) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

II. REALISASI PENANAMAN MODAL
[Dalam rnata uang Rp.( ) sesuai nilai perolehan awal]

1 Nama Pelaku
Usatra/ Perusahaan

2 Nornor Induk Berusatra
(NrB)

3 Pertzinan Berusaha No.

4 Kegiatan Usaha (KBLI 4 digit - uraian kegiatan
usaha)

5 Bidang Usaha (KBLI 5 digit - uraian bidang
usaha)

6 Lokasi Proyek/ Lokasi
usaha

A. Investasi Realisasi Periode
Sebelurnnya

Realisasi Periode
Pelaporan

1. Modal Tetap
2. Modal Ke{a
Jurnlatr
*) Data keterangan perusahaan, perizinan dan nonperizinan di
atas terintegrasi dengan database Sistem OSS dan secara
otornatis terisi pada halarrran isian
LKPM Online (verifikator dapat rnelihat dokurnen).

B. Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal

Perhatian:
Apabila perusal.aan merniliki lebih dari satu lokasi
proyek/ bidang usaha, investasi agar dirinci untuk rnasing-
masing lokasi proyek/ bidang usaha.

Perrbatran ke -...



III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN*)

Nilai Ekspor dalarn US$. ...
*)Hanya diinput pada triwulan ke-4 tatrun beq'alan.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAI{AII{{

Laporan disusun dan disampaikan oleh pimpinan / penanggung
jawab Pelaku Usatra mewakili untuk dan atas nama pimpinan
Pelaku Usaha dengan mencantulrrkan nama jelas, nomor telepon
(untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphonel, dan
email akttf . Pelaku usaha dapat mencanturnkan lebih dari satu
ernail aktif di bagian penanggung jawab.

(Ternpat), (Tanggal dan Bulan) 2O...
Pimpinan/Pen€rnggung Jawab
Usaha,
Narna Jelas
Jabatan
No. Telepon
Email

Pelaku

Tenaga
Kerja

Perusaha
an

Total
tenaga
ke{a

periode
sebelumny

a

Tambaha
n tenaga

kerja
periode

pelaporan

Penguran
gantenaga

kerja
periode

pelaporan

Total
tenaga
keq'a

sampai
dengan
periode

pelaporan
Indonesia

Laki-Laki ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang
Perempuan ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang
Jurnla]. ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang

No.

Jenis
Barang/
Jasa

Satuan
Kapasitas Produksi

Kapasitas
Sesuai

lzin
Realisasi
Produksi

Ekspor
l'/"1



TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGTATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

UNTUK PELAKU USAHA KECIL

Penyampaian Laporan Kegiatan
Pelaku Usatra kecil dilakukan
Ltttp:/ / oss.go.id.

Penanaman Modal (LKPM) bagi
secara daring rnelalui tuebsite

PERIODE LAPORAN:
Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.
Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester.
I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1 Nama Pelaku
Usaha/ Perusahaan

Penarikan data otomatis dari
Sistern OSS
(verifikator dapat melihat
dokumen)

2 Nomor Induk Berusaha
(NrB)

Penarikan data otornatis dari
Sistern OSS
(verilikator dapat melihat
dokumen)

3 Perizinan Berusaha Penarikan data otornatis dari
Sistern OSS
(verilikator dapat melihat
dokurnen)

4 Kegiatan Usaha Penarikan data otornatis dari
Sistern OSS
(verifikator dapat melihat
dokumen)

5 Bidang Usaha Penarikan data otornatis dari
Sistern OSS
(verifikator dapat rnelihat
dokumen)

6 Lokasi Proyek Penarikan data otornatis dari
Sistern OSS
(verifikator dapat melihat
dokurnen)

7 Alamat Kantor Penarikan data- otornatis dari
Sistern OSS
(verifrkator dapat rnelihat
dokumen)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL/USAHA (sesuai nilai perolehan
awal)
A. Investasi

1. Pengisian realisasi Penanaman Modal/usaha diisi dengan
data nilai total perolehan awal atas rnodal tetap dan modal
kerja (tidak termasukpen5rusutan).
a. Kolom realisasi periode sebelumnya: akan terisi

otomatis oleh sistem dengan nilai yarlg pernal.
dilaporkan oleh Pelaku Usatra pada LKPM periode
sebelumnya. Pada pengisian pertama ka1i, kolom ini
akan terisi dengan nilai nol.

b. Kolom realisasi periode pelaporan: diisikan dengan nilai
pernbelanjaan selama rentang periode pelaporan.



2. Komponen realisasi Penanarnan Modal/usaha terdiri dari
modal tetap, yaitu:
a. Pengadaan tanah adalah biaya pernbelian tanah dan

biaya pematangan tanah (land cleaing, cut and fill, dan
lain-lain) dalam lokasi proyek.

b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi
atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak
berdampak pada peningkatan kapasitas prodr.rksi.

c. Pengadaan peralatan/ sarana/mesin
termasuk penggantian/ penambahan mesin/ peralatan

baru yang tidak berdarnpak pada kapasitas prodr.rksi
sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun
pernbelian lokal termasuk peralatan pencegahan
pencernaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan
ditarnbah ongkos pengirirnan dan ongkos instalasi.

d. Kegiatan lain-lain terrnasuk biaya sewa tanah,
bangunan, rnesin peralatan, dan penambahan
kendaraan operasional penunjang usal.a dan peralatan
kantor, pengadaan sumber daya manu sia serta
kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional
dan/ atau komersial.

3. Komponen realisasi modal keqia hanya diisi pada saat
kegiatan usal.a siap operasional dan/atau komersial
dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu turnouer
pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah
kar5zawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku
cadang, dan biaya ouerhead perusahaan. Satu turnouer
adalah satu periode perputaran/ siklus biaya
produksi/ operasional rnulai pembelian bahan baku
sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan
produksi digunakan untuk pembelian bal.an baku
kembali).

4. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal
adanya penJrusut€rn rnodal tetap dan revaluasi aset.

B. Penjelasan atas realisasi Penanarnan Modal merrpakan
keterangan tambahan yang diisi untuk menjelaskan
rincian/ detail item yarig terealisasikan.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA
l. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar Pemilik.
2. TotaT tenaga ke4'a Periode sebelurnnya ditarik dari sistem.
3. Tambatran tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan

tamba]lan rea lisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
4. Pengurangan tenagakerja periode pelaporan diisi apabila ada

pengurangan realisasi tenaga kerl'a pada periode pelaporan.
5. Total tenaga keq'a sampai dengan periode pelaporan

merupakan akumulasipoin 2,3 dan 4.

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN
1. Kolorn Jenis Barang/Jasa:

Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalarn data kegiatan
usaha pada Sistem OSS.

2. Satuan:
Diisi dengan satuan yang terdapat dalarn data kegiatan rlsaha
pada Sistern OSS.

3. Kolom Kapasitas Izin:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang



BONE,

M. PADJALANGI

tercantum dalam data kegiatan usaha.
4. Kolom Kapasitas Produksi:

Diisi sesuai kapasitas rnesin/peralatan yang dioperasikan
secara optimal atau berdasarkan shifi ke4a per tahun.

5. Realisasi produksi:
Diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu
tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).

6. Kolorn Nilai Ekspor:
Diisi berdasarkan realisasi ekspor peru sahaan dalam mata
u€rng Dollar Amerika Serikat (US$) selama satu tahun
(disampaikan pada laporan periode semester 2).

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
Dapat diisi dengan perrcasalahan dan/atau trarnbatan/kendala
yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalatr
pertanahan, masalah ketenagakerj aan, dan masalatr lainnya
yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah
dilakukan serta saran/ usulan penyelesaiannya serta keterangan
penjelasan perkembangan proyek.
Laporan disusun dan disampaikan oleh penanggung jawab
Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku
Usal.a dengan mencantumkan nama jelas, nornor telepon (untuk
memudahkan komunikasi, diutamakan handphonel, dan ernail
aktif. Pelaku u saha dapat mencantumkan lebih dari satu email
aktif di bagian penanggung jawab
Kerahasiaan data yang dilaporkan Pelaku Usaha dijamin
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

P
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LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

(LKPM)
USAHA

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN UNTUK PELAKU
MENENGAH DANBESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP KONSTRUKSII PERSIAPAN

TAHUN:

PERIODE:
- Triwulan
- Triwulan
- Triwulan
- Triwulan

Pertama (Januari - Maret)
Kedua (April - Juni)
Ketiga (Juli - September)
Keempat (Oktober - Desember)

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Nama Pelaku
Usal.a/ Perusahaan

2 Nomor Induk Berusaha (NIB)
Nomor Kode Proyek

4

5 Kegiatan Usaha
(KBLI 4digit-uraian
kegiatan
usaha)

Bidang Usaha (KBLI 5 digit - uraian bidang
usatra)

Alamat lokasi proyek

a Alamat Kantor

Investasi
Tarrrbahan

realisasi pada
periode

pelaporan

Total
akumulasi

realisasi s/d
periode

pelaporan
1. Modal Tetap

b. Pernbangunan bangunan
gedung
c. Pengadaan

peralatan/ sarana / mesin
(sub jurnlah
otomatis 1-2)

(sub jumlah
otomatis 1-2)

( 1). Pernbelian dalam negeri

(

(

(

(

t

3
Perizinan Berusaha

6.

7.

a. Pengadaan tana}-



d. Lain-lain
Sub jurnlah

2. Modal Keq'a (untuk I turnouef
Total Jumlah Realisasi

Perhatian:
Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang
usal.a, investasi wajib dirinci untuk masing-rnasing lokasi
proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA*)

fslaga Keda
Perusahaan

Total tenaga
kerja Periode
sebelumnya

Tambahan
tenaga
kerj a

periode
pelaporan

Penguranga
ntenaga

kerj a
periode

pelaporan

Total tenaga
kerja sampai

dengan
periode
pelaporan

Indonesia

... Orang ... Orang ... Orang ... Orang
Perempuan ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang
Asing ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang
Jurnlatr ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap
sejumlatr ... orarrg
") Tidak terrnasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga ker;'a
kontrak.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAI-ITq./q}I

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab
perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan
dengan rnencanturnkan nama jelas, jabatan, rromor telepon
(untuk mernudahkarr komunikasi, diutamakan handphone), dan
email aktif . Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu
email aktif di bagran penanggung jawab.

Tempat), (Tanggal dan Bulan) 2O...
Direksi / Kuasa Direksi,
Selaku Penanggung Jawab LKPM
Narna Jelas
Jabatan
No. Telepon
Ernail

(2). Pembelian luar negeri

- Laki-Laki



TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

TAHAP KONSTRUKSI/ PERSIAPAN
UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyarnpaian Laporan Kegiatan
Pelaku Usaha menengah dan
melalui uebsite http:/ / oss.go.id.

Penanannan Modal (LKPM) bagi
besar dilakukan secara daring

PERIODE LAPORAN
Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.
Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGANPERUSAHAAN:

l.Narna Pelaku
Usaha/ Perusahaan

2.Nomor Induk
Berusaha (NIB)

Penarikan data otomatis dari Sistern OSS

Penarikan data otomatis dari Sistern OSS

otomatis

otornatis

otomatis

otornatis

otomatis

otomatis

Sistem

Sistem

Sistem

Sistem

Sistem

Sistern

data

data

data

data

data

data

dari

dari

dari

dari

dari

dari

OSS

OSS

OSS

OSS

OSS

OSS

II

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana
tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus rnengajukal
penyesuaiannya rnelalui rnenu Perubahan Akta dan/ atau Perubatran
Non-Akta pada Sistem OSS.

REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal) :

Investasi
i. Nilai realisasi Penanaman Modal rnengikuti mata uang yang

tercantum dalarn Periztn an Berusaha.
2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan awalnya:

1) Tannbahan Realisasi pada Periode Pelaporan diisi dengan
nilai realisasi Penanaman Modal per 3 (tiga) bulan sesuai
periode pelaporan (Triwulan | / ll /1ll/1V) ditarnbahkan dengan
nilai reali sasi Penanarnan Modal sebelurn periode pelaporan
yang belum dilaporkan. Nilai realisasi Penanarnan Modal ini
merupakan nilai perolehan awal.

2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan
adalall nilai realisasi Penanaman Modal yang secara
kumulatif terhitung sejak perusal.aan menyarnpaikan LKPM
pert€una kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.

3) Komponen rea'lisasi terdiri dari:
a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya

pematangan tanah (land cleaing, cut and jlll, dan lain-
lain) dalarn lokasi proyek.

b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi

3.Nomor Kode Proyek

4.Perizinan Berusaha

5. Kegiatan Usaha

6. Bidang Usaha

7 . ATarna1" l,okasi Proyek

8.Alamat Kantor

Penarikan

Penarikan

Penarikan

Penarikan

Penarikan

Penarikan



[I. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:
1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan

Direksi.
2. Tenaga kerja perusatraan diisi dengan jumlah Tenaga Keq'a

Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap
dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi
pegawai tetap dengan perrrsahaan.

3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan
telah rrernperoletr lzirt Kerja sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.

4. Total tenaga keda Periode sebelurnnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga ke{a periode pelaporan diisi dengan

tambahan realisasi tenaqa kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga keq'a periode pelaporan diisi apabila ada

pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan

merupakan akurnulasi poin 4, 5 dan 6.
8. Tenaga ke4'a lokal adalah tenaga ker3'a yang berasal dari

w'ilayah kabupaten/ kota sesuai lokasi proyek berada.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
Dapat diisi dengan perrnasalahan dan/ atau hambatan/ kendala
yang tirnbul dalarn pelaksanaan kegiatan, seperti masalah
pertanal.an, masalatr ketenagakerjaan, dan masalah lainnya
yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah
dilakukan serta keterangan penjelasan perkernbangan proyek.
Laporan disusun dan ditandatangani oletr penanggung jawab
perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan

IV

atau penarnbahan bangunan gedung baru yang tidak
berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.

c. Pengadaan peralatan/ sarana/mesin termasuk
penggantian/penarnbahan rnesin/peralatan baru yang
tidak berdarnpak pada kapasitas produksi sesuai
Perizinan Berusaha, baik yang diimpor rnauprln
pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan
perrcemaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan
ditamba}- ongkos pengirirnan dan ongkos instalasi.

d. Kegiatan lain-lain terrnasuk biaya seuza tanal. , bangunan,
mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional
penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaarr
surnber daya rnanusia serta kegiatan lain sebelum
dilakukannya operasional dan/ atau kornersial.

4) Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat
kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan
tambahan perhitungan nilai realisasi satu tuntouer
pengeluaran untrrk batran baku/penolong, gaji/upah
kar5rawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku
cadang, dan biaya ouerhead perusahaan. Satu turnouer
adalah satlr periode perputaran/ siklus biaya
produksi/operasiona-l mulai pembelian bahan baku
sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan
produksi digunakan untuk pembelian batran baku kembali).

5) Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal
adanyapen5rusutan modal tetap dan revaluasi aset.



dengan mencanturnkan nama jelas, jabatan, nomor telepon
(untuk mernudahkan komunikasi, diutamakan handtrthonel, darr
email alcctf . Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu
email aktif di bagian penanggung jarwab.



B

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL UNTUK PELAKU
USAHA MENENGAH DAN BESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

TAHUN:

1
Nama Pelaku
Usaha/Perrsahaan

2 Nomor Induk Berusaha (NIB)
3 Nomor Kode Proyek

4 Perizinan Berusaha
No.
Tanggal

Perubahan Ke - ....

5 Kelompok Kegiatal Usaha
(KBLI 4digit-uraian
kegiatan
usatra)

6 Bidang Usaha (KBLI 5 digit - uraian bidang
usaha)

7 Alamat lokasi proyek

a Alarnat Kantor

Investasi
Tambahan

realisasi pada
periode

pelaporan

Total
akurnulasi

realisasi s/ d
periode

pelaporan
1. Modal Tetap
2. Modal Kerja
Jurnlah
*) Data Keterangan Perusahaan, Perizinan Berusaha diatas terintegrasi
dengan database Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman
isian LKPM Online (verifikator dapat melihat dokumen). Bagi isian yang
masih kosong Pelaku Usaha agar mengisi data Perizinan Berusaha ke
dalam Sistem OSS.

PERIODE:
- Triwulan Pertama (Januari - Maret)
- Triwulan Kedua (April - Juni)
- Triwulan Ketiga (Juli - September)
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember)

o
o
o
o



Perhatian:
Apabila perusal.aan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang
usaha, investasi wajib dirinci untuk rnasing-rnasing lokasi
proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA*)

Tenaga Ke{'a
Perusatraan

Total tenaga
keria Periode
sebelumnya

Tarnbahan
tenaga
kerja

periode
pelaporan

Penguranga
ntenaga

kerja
periode

pelaporan

Total tenaga
kerja sampai

dengan
periode
pelaporan

Indonesia

- Laki-Laki ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang
Perernpuan ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang
Asing ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang
Jurnlah ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang

Dari total tenaga keq'a di atas, tenaga kerja lokal yang diserap
sejumlah ... orang
*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja
kontrak.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN*)

No
Jenis

Barang
/ Jasa Satuan

Kapasitas Produksi
Ekspor

("/")
Kapasitas

terpasalgSesuai
lzirr

Rea]isasi
Produksi

Nilai Ekspor dalarn US$. ...
*) Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN
1 Kewajiban

Divestasi
Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)

BPJS
Ketenagakerjaa
n

Sudah/belum*)

3 Kernitraan
denganUKM

a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
b. Pola Kerritraan:

1) ...
2\ ...

c. Nama pelaku usaha/ perusahaan UKM
yangbermitra:
1) ...
2) ...

4 Pelatihan
tenaga
Kerj a Indonesia

a. Jenis pelatihan terhadap TI(I
pendamping TKA:
1) ....
2l ....

2.



pendarnping
yangakan
Inenggantikan
TKA*)

b. Dilaksanakan sendiri / pihak ketiga *)

c. Jurnlatr TKI yang dilatih ... orang

5 Tanggung
jawab sosial
perusahaan
(csR)

a. Sudah/ belum*) rl i I aksanakan
b. Program CSR yang

dilakukan:
1)
2l

c. Alokasi biaya prograrn CSR Rp. ...
d. Output d,an outcome yarl.g diperoleh

dibaldingkan denganyang
direncanakan dalam progra-rrr CSR.

6 Kewajiban
Pengelolaan
lingkungan

a. Tidak diwajibkan/ SPPL/ UKL-
UPLIAMDAL*)

b. Sarana IPAL berupa ... sebanyak ...
Unit

7 Lain - lain
*) Pilih salah satu

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya

Tempat), (Tangga-l dan Bulan) 20...
Direksi / Kuasa Direksi,
Selaku Penanggung Jawab LKPM
Nama Jelas
Jabatan
No. Telepon
Bmail



TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL
UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyarnpaian Laporan Kegiatan
Pelaku Usaha menengah dan
melalui utebsite lttlt: / / oss.go.id.

Penanaman Modal (LKPM) bagi
besar dilakukan secara daring

PERIODE LAPORAN
Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.
Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Trirn'ulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

l.Nama Pelaku : Penarikan data otomatis dari Sistern OSS
Usal.a/ Perusahaan

2.Nomor Induk
Berusaha (MB)

Penarikan data otornatis dari Sistern OSS

Penarikan
Penarikan
Penarikan
Penarikan
Penarikan

Penarikan

otomatis
otomatis
otomatis
otornatis
otomatis

otomatis

Sistem

Sistem

Sistem

Sistern

Sistern

Sistem

data
data
data
data
data

data

dari
dari
dari
dari
dari

dari

OSS

OSS

oss
OSS

OSS

OSS

II REALISASI PENANAMAN MODAL
1. Nilai realisasi Penanaman Modal rrengikuti mata uang yang

tercantum dalann Perizinan Berusaha.
2. Realisasi Penanarnan Modal tetap dan rnodal keq'a diisi sesuai

dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan
tidak mengenal adanya pen5,'usutan modal tetap dan revafuasi
aset.

3. Pengisian modal tetap terdiri dari:
a. Pengadaan tanatr adalah biaya pembelian tanal. dan biaya

pernatangan tanah (land cleaing, cut and ftll, dan lain-lain)
dalarn lokasi proyek.

b. Pernbangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau
penambal.an bangunan gedung baru yang tidak berdampak
padapeningkatan kapasitas produksi.

c. Pengadaan peralatan/ sarana/ mesin termasuk
penggaltian / penarnbahan mesin/ peralatan baru yang
tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinart
Berusatra, baik yang diimpor rnampun pembelian lokal
terrrrasuk peralatan pencegahan pencernaran lingkungan,

3.Nornor Kode Proyek :

4.Perizinan Berusaha :

S.Kegiatan Usaha :

6.Bidang Usaha :

7.A7arnat Lokasi :

Proyek
S.Alarnat Kantor :

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagairnana
tersebut di atas, perusallaan terlebih datrulu trarus mengajukan
penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan
Non-Akta pada Sistem OSS.



III.

IV.

harga beli mesin/ peralatan ditarnbah ongkos pengirirnan
dan ongkos instalasi.

4. Modal ker1'a diisi jika terdapat penambahan nilai realisasi
pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa
lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah kar5rawan, biaya
operasional (listrik, air, telepon), biaya ouerhead perusahaan.

5. Jika terdapat tambahan pada rnodal tetap dan rnodal kerja
harap mengisi penjelasan atau detail itern yang direalisasikan.

PENGGUNAAN TENAGA KERJA:
1. Tenaga Ker1'a perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan

Direksi.
2. Tenaga keq'a perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) dan Tenaga Keq'a Asing (TKA) berdasarkan
Perjanjian Keq'a Waktu Tertentu (PKWT)/ bagi pegawai tidak tetap
dan Per1'anjian Kerja Wal<tu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi
pegawai tetap dengan perusahaan.

3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan
telah memperoleh lzin Kel1'a sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.

4. Total tenaga ke4'a Periode sebelurnnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga keqia periode pelaporan diisi dengan

tambal"an realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada

pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan

merrrpakan akumulasi poin 4, 5 dan 6.
8. Tenaga keg'a lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari

wilayah kabupaten/kota sesuai lokasi proyek berada.

PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN
1. Kolorn Jenis Barang/Jasa:

Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan
usaha pada Sistern OSS.

2. Satuan:
Penarikan data otornatis dari Sistern OSS sesuai dengan
yang tercanturn dalarn data kegiatan usatra.

3. Kolom Kapasitas lzin:
Penarikan data otomatis dari Sistern OSS sesuai dengan
yang tercantr. rn dalarn data kegiatan usaha.

4. Kolorn Kapasitas Produksi:
Diisi sesuai kapasitas rnesin/peralatan yang dioperasikan
secara optirnal atau berdasarkan shift kerj a per tahun.

5. Reali sasi produksi:
Diisi berdasarkan realisasi produksi yang dihasilkan dalarn
satu tahun (disarnpaikan pada laporan periode triwulan 4).
Contoh realisasi produksi di luar bidang indr.r stri antara lain:
untuk realisasi hotel adalal- tingkat okupansi, untuk
perdagangan dan jasa adalal. ornset.

6. Kolorn Nilai Ekspor:
Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusal- aan dalarn rnata
uang Dollar Arnerika Serikat (US$) selarna satu ta}.un
(disarnpaikan pada laporan periode triwulan 4), dengan
rnenggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal
dilaksanakannya ekspor.



PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/ kendala
yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah
pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang
dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan
serta saran / u sulan penyelesaiannya, serta keterangan per{elasan
perkernbangan proyek.
Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung j awab
perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan
dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon

u.

KEWAJIBAN PERUSAHAAN
l. Kewajiban Divestasi

Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha
yang ditetapkan/dipersyaratkzrn dalam ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

2. BPJS Ketenagakeq'aan
Diisi apabila peru sahaan sudah atau belum melakukan
BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.

3. Kemitraan
Kewajiban sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang
ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

4. Pelatil.an Tenaga Kerja Indonesia pendarnping yang akan
rr enggantikan Tenaga Kerja Asing
Kewajiban perusahaan ya-rrg menggunakan Tenaga Kerja Asing
untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi
kepada Tenaga
Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga
Ker1'a Asing rriisi dslgarr jenis pelatihan dan jumlah tenaga
kerja yang dilatih. Ketentuan ini tidak berlaku untuk jabatan
Komisaris/ Direksi yang diisi oleh orzrng asing.

5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
Pengisian realisasi pelaksanaan prograrn CSR dilakukan
apabila perusahaan telah melaksanakan prograrn CSR, dengan
dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta output
dan outcorne yang diperoleh dibandingkan dengan yang
direncanakan dalarrr prograrn CSR, terkait peningkatan
perekonomian dan/ atau peningkatan kualitas lingkungan
hidup dan sumber daya manusia di sekitar lokasi proyek.

6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan
Kew4jiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yarrg
ditetapkan dalam izilt usaha/persetujuan atau ketentuan
peraturan perundang- undangan termasuk sarana Instalasi
Pengolahan Air Limbah baik jenis rnauprrn jumlah unit yang
dirniliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah
padat/ cair/ gas/B.2/B,3. Dalam hal kondisi peralatan
pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolorn permasalahan
perrrsahaan wajib diberikan keterangan yarlg berisi penjelasan
dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegatran
pencernaran lingkungan.

7. Lain-lain
Diisi apabila terdapat kew4jiban atau tanggung j awab lain-lain
yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha
yang dilakukan rnenurut ketentuan peraturan perundang-
undangan.



(untuk rnernudatrkan kornunikasi, diutarn akan handphone), datr
email al<tif. Pelaku Usatra dapat mencantumkan lebih dari satu
email aktif di bagian penanggung jawab.
Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai
ketentua-n peraturan perundang-undangan.

BONE,

M. PADJALANGI

t
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*
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LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 6T TAHUN2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PERI{YATAAN SIAP OPERASIONAL DAN/ ATAU
KOMERSIAL

Yang menyatakan di bawah ini:

dengan ini menyatakan sesunggrthnya bahwa atas rencana proyek
Pelaku Usaha/ Perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan
komersial terhitung sejak tanggal ... bulan ... tahun ... yang telah
rnelengkapi pernenuhan komitmen dan sernua persyaratan sesuai
dengan ketentuan perundang- undangan, dengan kapasitas
roduksi baran asa seb a berikut:

...(Narna Kota), ...(Tanggal)

Pemohon

Tertanda Direksi, Narna Jelas

Nama
Lengkap
Jabatan
Narna Pelaku
Usatra/ Peru sahaan Alarnat
Kantor
Nornor Induk Berusatra

Direktur/Pimpinan
Perusahaan

No
Jenis

Barang/Jasa Satuan Kapasitas Produksi
(per Tahun)

Realisasi
Penanaman

Modal

1

2

Dernikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan
penutr dengan rasa tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari
pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau
pernyataan ini tidak benar, maka perusahaan siap rnenerima segala
konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa
melibatkan Badan Koordinasi Penanarnurn Modal.



TATA CARA PENGISIAN
PERNYATAAN SIAP OPERASIONAL DAN / ATAU KOMERS IAL

Nama Lengkap

Jabatan

Narna Pelaku
Usaha/ Perusal.aan

Alamat Kantor

Nomor Induk
Berusaha

Diisi dengan Nama pimpinan/direksi
perusahaan
yang tercantum da-larn akta perusahaan
dan terintegrasi dengan Sistern OSS.

: Diisi dengan Jabatan yang
tercantum
dengan akta pendirian dan perrbatrannya.
Diisi dengan rrarna pelaku
usaha/ perusahaan yang
sesuai tercantum dengan akta pendirian
dan perubahannya.
Diisi alamat sistern, lantai, narna dan
norror jalan
alamat sistem lokasi perusahaan.
Diisi dengan Nomor Induk Berusaha yang
dikeh.r arkan Sistern OSS.

sesuar

Keterangan:
l. Tanggal / Bulan/Tahun diisi dengan tanggal dimulainya

kegiatan usaha secara komersial.
2. Jenis barangr/jasa: Penarikan data otornatis dari Sistem OSS.
3. Satuan: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS.
4. Kapasitas produksi: diisi sesuai kapasitas rnesin/peralatan

yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkal shift kerja
per tahun.

5. Realisasi Penanaman Modal: Penarikan data otomatis dari Sistem
OSS berdasarkan realisasi yang tercantum pada LKPM yang telah
disetujui.

6. Surat Pernyataan berlaku untuk 1 (satu) rencana proyek atas 1
(satu) bidang usaha/KBLI dalam 1 (satu) lokasi.

BONE,

SAR M. PADJALANGI

I
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LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 51TAHUN2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PERNYATAAN PELAKU USAHA PMDN YANG
MENJALANKANKEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

I. INFORMASI KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

1 Nanna Pelaku
Usaha/ Perusatraan
Nanna Kegiatan/Proyek di luar
Wilayah Indonesia

2

3 Nama Badan :

Usaha/ Perusahaan di luar
Wilayah Indonesia

4. Bidang usaha yang dijalankan:
di luar Wilaya}. lndonesia

5. Alamat Kantor Perusahaan :

di
luar Wilayah Indonesia

6. Lokasi Kegiatan Usaha di luar :

Wilayah Indonesia
7. Tal.un Mulai Usaha :

8 Nilai Penanaman Modal di luar:
Wilayah Indonesia

(KBLI 5digit-uraian
kegiatan usaha)

il. PRODUKSI BARANG/JASA YANG DIHASILKAN KEGIATAN
USAHA DILUAR WILAYAH INDONESIA

No. Jenis
Barang/Jasa Satuan Kapasitas Produksi (per tahun)

1

2

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Perusahaan di luar negeri
Perempuan ... Orang

- Laki-Laki ... Orang
Jurnlah ... Orang



IV RENCANA PERLUASAN KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH
NDONESIA

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dernikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh
dengan rasa tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak
manapun, apabila dikemudian hari ternyata melanggar atam
pernyataan ini tidak benar, maka perusahaan siap rnenerima segala
konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa
melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal

...(Nama Kota), ... (Tanggaf)

Yang rnenyatakan

Tertanda Direksi, Narna Jelas



TATA CARA PENGISIAN
PERI{YATAAN PELAKU USAHA PMDN YANG MENJALANKAN

KEGIATANUSAHA DI LUAR \MILAYAH INDONESIA

I. INFORMASI KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

1 .Narna Pelaku
Usaha/ Perusahaan

2Nama
Kegiatan/Proyek
di luar Wilayah
Indonesia

3Narna Badan
Usalra/ Perusahaan
di
luar Wilayah
Indonesia

4.Bidang usaha yang
dijalankan di luar
Wilayah Indonesia

S.Alamat Kantor
Peru sahaan di luar
Wilayah Indonesia

6.Lokasi Kegiatan
Usaha
di luar Wilayah
Indonesia

T.Tahun Mulai Usaha

a.Nilai Penanaman
Modal di luar Wilayah
Indonesia

Diisi dengan Nama direksi perusahaan
PMDN yang tercantum dalam akta
perusahaan dan terintegrasi dengan
Sistem
OSS.

: Diisi dengan nama proyek yang ada di
luarWilayah Indonesia.

Diisi dengan nama pelaku
usaha/ perusahaan yang sesuai
tercanturn
dengan akta pendirian dan
perubaJlannya.
(KBLI 5 digit - uraian kegiatan usaha)

: (sudah jelas)

: Diisi dengan alamat lokasi kegiatan
usal. a.

(sudah j elas)

Diisi dengan nilai investasi untuk
kegiatan usaha di luar wilayah
Indonesia.

\] P4
\,

*

BONE,

SAR M. PADJALANGI



LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR KARENA TIDAK
MEMENUHI STANDAR KEGIATAN USAHA BAGI PELAKU USAHA
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor

Nama Pelaku
Usaha/ Perusahaan
Nornor Induk Beru saha (13 disit)
NPWP
Nomor Kode koyek

No Telepon
Email
Status Penanaman Modal
Nornor Sertifikat Standar
Kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)
Lokasi Usaha

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaika-rr masalah yang terkait

dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

2. Pelal<u UsaJla diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas
terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai
dengan peraturan perundarlg- undangan, dalarn hal Pelaku
Usal.a memanfaatkan fasittas pengimporan mesin dan/atau
peralatan yang dirnaksud.

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Kementerian / l*rnbaga,
perangkat daerah provinsi, perangkat daeratr kabupaten/kota,
Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB*) pelaku usaha
belum memenuhi standar kegiatan usaha serta mernperhatikan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2O2l tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan
Sertilikat Standar kepada:

Alarnat Kantor



3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd / rnrn / yyyy

DPMPISPKabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd / rnrn / yyyy

1. Doktrnen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dai pelaku
usaha, tersimpan dalam Sislem OSS, gang menjadi tangg).ng
ja utab pelaku usaha

2. Dolstmen ini telah ditandatanganti secartt elektronik menggunakan
serTifikat eletronik g ang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.



LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHII{YA
PEMENUHAN STANDAR UNTUK PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO
MENENGAH TINGGI YANG HA TYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN
USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONtrSIA

PENCAIIUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nornor

Berdasarkan hasil pernantauan bahwa pelaku usa}.a tidak
rnernenuhi standar kegiatan usaha serta Peraturan Pernerintah
Nornor 5 Tahun 2O2l tentang Penyelenggelraan Perizinan
Berusatra Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi
Penanarnan Modal Nornor ... Tahun 2O2l tentang Pedornan dan
Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Pernerintah Republik Indonesia rnenerbitkan Pencabutan Nornor
Induk Berusaha kepada:

Nama Pelaku
Usaha/ Perusahaan
Nomor Induk Berusaha (13 digit)
NPWP
Nor:nor Kode koyek

No Telepon
Email
Status Penanarnan Modal
Kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

Dengan ketentuan:
1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka statu s NIB sebagai

Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran
kepesertaan jaminan so sial kesehatan, dan jaminan sosial
ketenagakerjaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

2. Pelaku Usatra perseorangan / likuidator/ tim penyelesai*) sesuai
peraturan perundang-undangan diwajibkan:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban

ketenagakerjaan;
b. rnenyelesaikan rrasalah fasilitas terhutang atas pengjrnporan

mesin dan/atau peralatan, dalam hat Pelaku Usaha
memanfaatkan fasilitas pengirnporan mesin dan/atau
peralatan yang dimaksud.

Alamat Kantor



Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/nrn/yyyy

DPMPTSPKabupaten

Ditandatangani secara elektronik

7. Dokurnen ini diterbitkan Sistern OSS berdasarkan data dai pelaku
usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, gang menjadi tanggung
ja utab pelaku usa?rt

2. Dokurnen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertiftkat eletronik gang diterbitkan oleh BSrE-B SSN.

J

Dicetak tanggal: dd/ rnrrr/y5ryy



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nornor:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang u satra untuk <narna
pelaku usaha/ perusahaan> dengan Nomor Induk Berusal. a (NIB)
no: <nomor NIB>

*)Status terupdate secara otomatis oleh sistern.**)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat
Standar selain lzin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan
tergenerate dari Sistem OSS.

Larnpiran ini rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dokumen Pencabutan Nomor Ind tersebut.

u 4
1i

d

: BUP NE,

t

AR M. PADJALANGI

No. Kode
KBLI

Nama
KBLI

Lokasi
Usaha

Klasifikas
i Ri siko

Perizinan Berusal. a

Jerris Nomor Statu s*

(1) {2\ (3) (4) (5) (6) (7) (8)

NIB .......... (13 disit)
Tanggal: dd / rnrn /r,r,t'y

Tercabut

lzir:. .......... (17 disit)
Tanggal: dd/nn/yyly

Proses
Pencabutan

Sertifikat
Standar**)
(Apabila Ada)

.......... (17 disit)
Tanggal: dd/ rr:n/yyyy

Proses
Pencabutan

AllF

I



LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHINYA
PEMENUHAN STANDAR UNTUK PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO
TINGGI YANG HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCAI}UTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nornor

Elerdasarkan trasil pernantauan bahwa pelaku usaha tidak
rnernenuhi standar kegiatan usaha serta Peraturan Pernerintah
Nornor 5 Tatrun 2021 terrtang Penyelenggaraan Perizinan
Eierusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi
Penanarnan Modal Nornor ... Ta}.un 2O2l tenta n g Pedornan dan
Tata Cara Pengawasan Perizinan Berrsa}.a Berbasis Risiko,
Pernerintah Repr. blik Indonesia rnenerbitkan Pencabutan Nornor
Induk Berusatra kepada:

Nama Pelaku
Usalra/Perusahaan
Nomor Induk Berusal.a (13 digit)

Nomor Kode Proyek
Alamat Kantor
No Telepon
Email

Kode I(lasifikasi Baku
Lapangan Usaha lndonesia
(KBLI)

Dengan ketentuan:
1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, rnaka status NIB sebagai

Angka Pengenal knpor, hak akses kepabeanan, pendaftaran
kepesertaan jarninan sosial kesehatan, dan jaminan sosial
ketenagakedaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

2. Pelaku Usaha perseorangzrn /likwidator / tim penyelesai*) sesuai
peraturan perrndang-undangan diwajibkan:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban

ketenagakerjaan;
b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan

rnesin dan/ atam peralatan, daiarn hal Pelaku Usaha
rnemanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau
peralatan yang dirnaksud.

NPWP

Status Penanaman Modal



3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikernudian
hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/ rnrn / yyyy

DPMP|SPKabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd / rnrn / yyyy

7. Dolstrnen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dai pelaku
usalta, tersimpan dalam Sistem OSS, gang menjadi tangryng
januab peloku usaha

2. Dokurnen ini telah ditandatanganti secarct elektronik menggunakan
sertifikat eletronik g ang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

ONE,

M. PADJALANGI



LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR YANG BELUM
TERVERIFIKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH
SERTIFIKAT STANDAR DAN BELUM MELAKSANAKAN PERSIAPAN
KEGIATAN USAHA PADA JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN SEJAK
PENERBITAN NIB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor

Berdasarkan hasil pernantauan dan evaluasi BKPM bahwa pelaku
usaha belum memperoleh Sertffikat Standar dan belurn
melaksanakan persiapan kegiatan usaha pada jangka waktu 1 (satu)
tahun sejak NIB serta merrlperhatikan Peraturan Pernerintah Nomor
5 Tahun 2O2l tentartg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
Tahrln 2O2L tentang Pedornan dan Tata Cara Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia
menerbitkan Pembatalan Sertifi kat Standar kepada:

Narna Pelaku
Usaha/ Perusahaan
Nornor Induk Berusaha (13 digit)
NPWP
Nomor Kode Proyek

No Telepon
Email
Status Penanaman Modal
Nomor Sertifikat Standar (17 digit)

Tanggal: dd/ rrrrrr/yy1y
Kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)
Lokasi Usaha

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat

Standar yang belum terverifikasi rnelalui Sistern OSS dalarn waktu
6 (bulan) sej ak Pembatalan ini.

2. Jlka dalarn waktu 6 (enam) bulan setelah pembatalan ini, pelaku
usaha belum merniliki Sertifikat Standar yang belum terverifikasi
maka Sistem OSS akan menerbitkan Pencabutan NIB.

Alarnat Kantor



3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikernudian
hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/ rnrn/yyyy

DPMPISPKabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/ rnrn/yyyy

7. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku
usalta, tersimpan dalam Sistem OSS, g ang menjadi tanggung
ja utab pelalan usaha

2. Dolstmen ini telah ditandatanganti secara elektronik menggunakan
sertiftkat eletronik g ang diterbitkan oleh BSrE.-BSSN.

BONE,

M. PADJALANGI

t

o ON

P



LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHINYA
PEMENUHAN STANDAR UNTUK PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO
MENENGAH TINGGI YANG HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN
USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor:

Narna Pelaku
Usalla/ Perusahaan

(13 dieit)
NPWP
Nomor Kode Proyek
Alamat Kantor
No Telepon
Email
Statu s Penanaman Modal
Kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

Dengan ketentuan:
1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai

Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran
kepesertaan jarninan sosial kesehatan, dan jaminan sosial
ketenagakerjaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

2. Pelaku Usaha perseorangan /likrtid,ator / tim penyelesai*) sesuai
peraturan perundang-undangan diwajibkan:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban terrrrasuk kewajiban

ketenagakerjaan;
b. rnenyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengirnpor€rn

rnesin dan/ atam peralatan, dalam hal Pelaku Usaha
rnemanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau
peralatan yang dimaksud.

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa pelal<u usaha tidak
memenutri standar kegiatan u saha serta Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2O2L tentang Penyelenggaraan Per.lzinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor ... Tahun 2O2l tentartg Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia
menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada :

Nomor Induk Berusaha



3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd / rnrn/yyyy

DPMPTSPKabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/ rnrn/ygry

1. Dokumen ini diterbitkan Sistern OSS berdasarkan data dai pelaku
usaha, tersimpan dalam Slslem OSS, gang menjadi tangryng
ja utab pelaku usalta

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertiftkat eletronik g ang diterbitkan oleh BSrE-B SSN.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nornor

Larnpiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama
pelaku usaha/ perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB)
no: <nomor NIB>

*)Status terupdate secara otomatis oleh sistem.*")Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat
Standar selain lzin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan
tergenerate dari Sistem OSS.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
a tersebut.dokumen Pencabutan Nornor Ind

I

M. PADJALANGI

No. Kode
KBLI

Nama
KBLI

l,okasi
Usaha

Klasifikas
iRisiko

Perizinant Berusaha

Jerris Nomor Statu s*

(1) 12) (3) (,+) (s) (6) (7| (8)

NIB .......... (13 disit)
Tanggal: dd / rr:rr: /tyry

Tercabut

lzln .......... (i7 disit)
Tanggal: dd / rrlrn /yyyy

Proses
Pencabutan

Sertifikat
Standar**)
(Apabila Ada)

.......... (17 disit)
Tanggal: dd / t\rr't/yyry

Proses
Pencabuta1:r

NE,



LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nornor
Sifat
Larnpiral
Perihal

: Segera
: ... berkas
: Peringatan Tertulis Pertama

Yth.
. . . (Direksi/ Pirnpinan Perusahaan/ Pelaku Usaha)
Jl....

Bersarna ini karni sarnpaikan kepada:
Narna Pelaku Usaha/ Perusahaan
Nomor Induk Berrrsaha
Nomor Kode Proyek
Alarnat Kantor
Kegiatan Usatra
Narna I(BLI
Lokasi Usaha

... tanggal ...

Berkenaan dengan hal tersebut diatas melalui surat ini kami
rnernberikan Peringatan Tertulis Pertama. Oleh karena itu karni
harapkan Saudara segera:
l.memenuhi kewajiban sebagaimana dirnaksud diatas dengan

menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban

tersebut belum dilaksanakan paling larnbat 3O (tiga puluh) Hari
terhitung sejak tanggal terkirirnnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak
memenuhi kewajiban atau tarrggapan tertulis sebagairnana butir 1
atau 2 di atas, akan diberikan sanksi adrninistratif sebagairnana
diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanarnan
Modal Nornor ... Tahun 2O2! terltanrg Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berrrsaha Berbasis Risiko.

dengan ini diberitahukan bahwa pem saJlaan Saudara menurut
pemantauan dan evaluasi kami, tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 fentang Pedoman dan Tata
Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.



Diterbitkarr di Jakarta, tanggal: dd/ rnrrr/ yyyTr

DPMPTSPKabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd / rnrn / yyyy

Dokunten ini telah ditandatanganti secara elektronik
seriifikat eletronik g ang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.



B. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS KEDUA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nornor
Sifat
Larnpiran
Perihal

: Segera
: ... berkas
: Peringatan Tertulis Kedua

Yth.
.. . (Direksi/ Pirnpinan Perusatraan / Pelal<u Usaha)
Jl. ...

Bersarna ini karni sarnpaikan kepada:
Nama Pelaku Usatra/ Perusahaan
Nomor Induk Berusaha
Nomor Kode Proyek
Alarnat Kantor
Kegiatan Usaha
Narna KBLI
Lokasi Usa}-a

tanggal

dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Surat Peringatan Tertulis
Pertama Nomor .... Tanggal ... yang dikirirnkan melalui Sistern OSS,
perusahaan Saudara tidak memberikan tanggapan dan/ atau tidak
melakukan pernenuhan kewajiban, tanggungiawab dan/atau
ketentuan lainnya sesuai peratrlran perundang-undangan, sehin gga
melalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Kedua.
Berdasarkan hal tersebut, kami trarapkan Saudara segera:
1. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dengan

menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. mernberikan tanggapan yang berisi alasan rnengapa kewajiban

tersebut belurn dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) Hari
terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/ rnrn/ yyyy

DPMPTSPKabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak
rnemenuhi kew4jiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1

atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagairnana
diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanarnan
Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Penzinan Berusaha Berbasis Risiko.



Dicetak tanggal: dd / rnrn / yyyy

Dokumen ini telah ditandatangarti secara elektronik menggunakan
sertifikat eletronik g ang diterbitkan oleh BSrE-B SSN.



C. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS KETIGA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nornor
Sifat
l,arnpiran
Peritral

Segera
... berkas
Peringatan Tertulis Ketiga

Bersarna ini karni sarnpaikan kepada:
Nama Pelaku Usaha/ Perusahaan
Nomor Induk Berusaha
Nomor Kode Proyek
Alamat Kantor
Kegiatan Usaha
Narna I(BLI
l,okasi Usal.a

... tanggal ...

dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Slrrat Peringatan Tertulis
Kedua Nomor .... Tanggal ... yang dikirimkan melalui Sistern OSS,
perusahaan Samdara tidak memberikan tanggapan dan/ atau tidak
melakukan pemenuhan kewaj iban, tanggungjawab dan/atau
ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga
rnelalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Ketiga.
Berdasarkan ha1 tersebut, kami harapkan Saudara segera:
1. memenuhi kewajiban sebagairnana dimaksud diatas dengan

menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan rnengapa kewajiban

tersebut belum dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari
terhitung sejak tanggal terkirirnnya surat ini.

Apabila setelatr jangka waktu tersebut Saudara tidak
memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1
atanu 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagairnana
diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanarnan
Modal Nornor ... Tahun 2O2! tentang Pedornan dan Tata Cara
Pengawasan Penzinan Berusal"a Berbasis Risiko.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd / rnrn / yyyy

DPMPISPKabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Yth.
. . . (Direksi/ Pirnpinan Perusahaan / Pelal<u Usaha)
Jl. ...



Dicetak tanggal: dd / rnrn / yyyy

Dokumen ini telah ditandatanganti secaro elektronik menggunakan
sertifikat eletronik g a ng diterbitkan oleh B SrE-B SSN.

NE,

M. PADJALANGI



LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 5l TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA
DAN TERAKHIR

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Segera
... berkas
Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir

Yth.
... (Direksi/ Pirnpinan Perusahaan/ Pelaku Usaha)
JI....

Sehubungan dengan NIB ... tanggal ... atas nama PT. ... di bidang usaha
... dengan lokasi proyek di Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan ini
diberitahukan bahwa:
1. Perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami memenuhi

salah satu atau lebih kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
yaitu: (dipilih sesuai kondisi)
a. terbukti tery'adinya pencemaran lingkungan yang membahayakan

keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi
usaha; dan/ atau

b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami memberikan PERINGATAN
PERTAMA dan TERAKHIR kepada PT. ...

Kami harapkan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan
terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau melakukan pemenuhan kewajiban,
tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak
terbitnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi
kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan
diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 202 I tentang Pedoman
dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Nornor :

Sifat :

Larnpiran :

Perihal :



Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/rnrn/yyyy

DPMPTSPKabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/ rnrn/yy3y

Dokumen ini telah ditandatanganti secara elektronik menggu
sertiJikat eletronik g ang diterbitkan

NE,

M. PADJALANGI



LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA

Nomor: ...

kmbaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:
Nama Pelaku Usaha/ Perusahaan :

Nomor Induk Berusah a : ...
Alamat Kantor : ...
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatasi)
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatasi)
lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dibatasi)

Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan
dan evaluasi tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan atas sanksi
administratif sebelumnya berupa ... serta mengingat Pasal 34 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 53 Peraturan
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Lembaga OSS
menerbitkan Penghentian Sementara atas Kegiatan Usaha sebagaimana pada
butir 1 .

Terhitung paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal surat ini,
Saudara wajib memberikan tanggapan atas penghentian sementara melalui
Sistem OSS dan melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau
ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi
kewajiban atau mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana butir 3,
maka akan diberikan sanksi administratif sebagaimana dalam Pasa-l 53
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mmlyyyy
DPMPISP Kabupaten

Ditandatangani secara elektronik
Dicetak tanggal: dd / nrrr / yryyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
eletronik g ang diterbitkan oleh EtSr&-BSS.lV.
Lampiran diperlukan bila kegiatan usaha yang dikenai sanksi
adrninistratif lebih dari satu.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENGHENTIAN SEM ENTARA KEGIATAN USAHA

Nomor: ...

Narna Usa}. a :

Nornor Induk Beru sal. a :

NPWP :

Diterbitkan tanggal

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Catatan*) pilitran rnenyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usatra
yang akan diberikan sanksi adrnini

NE,

SAR M. PADJALANGI

No Kegiatan Usaha 
lt-otcasi 

U saha Keputusan

1 KBLI: (digitasi) -
(desl<ripsi)
Nornor

Kod
eProyek:...

Jalan ...
Kel. Kec.
Kab/Kota. Prov.

Menghentikan Sementara
Kegiatan Usaha atas lzin
Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai
nomenklatur Izin Usaha)
Nornor ... tanggal ...

2 KBLI: (digitasi) -
(deskripsi)
Nornor Kode
Proyek: ...

Ja-la.n ...
Kel. Kec.
Kab/ Kota. Prov.

Menghentikan Sementara
Kegiatan Usaha atas Izin
Usaha/ Izin U saha*) (sesuai
nomenklatur Izin Usaha)
Nomor ... tanggal ...

3 KBLI: (digitasi) -
(deskripsi)
Nornor Kode
Proyek: ...

Ja-lan -..
Kel. Kec.
Kab/Kota. Prov.

Menghentikan Sementara
Kegiatan Usaha atas Izin
Usaha/ lzin U saha*) (sesuai
nomenklatur Izin Usaha)
Nornor -.. tanggal ...

P



LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PENCABUTAN
SANKSI ADMINISTRATIF

NIB BERDASARKAN PENGENAAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor: ...

Berdasarkan pernantauan dan evaluasi BKPM/Kernenterian/
Lembaga/ DPMPIS P Frovinsi / Kabupaten / Kota / Badan Pen gu sahaan
KPBPB/Administrator KEK*), perusahaan Saudara tidak rnelakukal
pemenuhan kewqjiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi
administratif (Peringatan Tertulis Pertanaa dan Terakhir/
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha**)) sesuai surat Nomor ...
tarrggal ... dan/ atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal
...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2 1

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun
2O2l tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia
memberikan sanksi berupa Pencabutan Nomor Induk Berusaha
(NIB) kepada:

Nama Pelaku
Usaha/Perusahaan
Nomor Induk Berusaha (13 disit)
NPWP
Nornor Kode Proyek
Alarnat Kantor
No Telepon
Email
Status Penanaman Modal
Kode Klasifikasi Baku
Lapangan U saha lndonesia
(KBLI}

Dengan ketentuan:
1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini:

a. Status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan,
pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial
ketenagakerjaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

b. Diikuti dengan pencabutan Sertifikat Standar dan/atau pencabutan
izin*nn) secara otomatis dari Sistem OSS.

2. Likuidator/kurator/tim penyelesai sesuai peraturan perundang-undangan
diwajibkan:



a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar
Sistem OSS;

b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban
ketenagakeqiaan;

c. menyelesaikan masalah - masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku
Usaha.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkal dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/rnn/yyyy

DPMP|SPKabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/ rnrn/yyyy

7. Dokumen ini diterbitkan Sistern OSS berdasarkan data dari pelaku
usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, gang menjadi tanggung
jautab pelalan usah.a

2. Dokumen ini teloh ditandatangani secara elektronik rnenggunakan
sertifikat eletronik g ang diterbitkan oleh B SrE-BSSN.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK BERUSAHA

Nornor:

Lampiran berikut ini rnemuat daJtar bidang usaha untuk
<narna pelal<u usaha/ perusatraan> dengan Nomor Induk
Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

*) Status akan terupdale secara otorratis oleh sistem.

Lanrrpiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

No. Kode
KBLI

Judul
KBLI

Lokasi
Usaha

Klasiirkasi
Risiko

Perizinan Berusaha
Jeriis Nomor Status*)

(i) (21 (3) (4) {5) (6) (7t {8)

1 NIB .......... (13 digit)
Tanggal:

dd /orl/Y,151t

Tercabut

Sertiflkat
Standar / Izin
{apabila ada)

.......... (17 digit)
Tanggal: dd/rnrn/y54ry

Tercabut

Sertifikat
Standar
Produk
(apabila ada)

-......... (I7 digit)
Tanggal: dd/ mrn/yl,I,y

Tercabut



B. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR BERDASARKAN
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR

Nornor: ...

Berdasarkan pernantaman dan evaluasi BKPM/Kementerian/
Lernbaga / DPMPISP Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Badan Pengusahaan
KPBPB/Administrator KEK*), perusal.aan Saudara tidak melakukan
pernenuhan kewaj iban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi
administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/
Penghentian Sernentara Kegiatan Usal.a**)) sesuai surat Nomor ...
tanggal ... dan/atam Berita Acara Pemeriksaan Nornor ... tanggal
...serta mempertratikan Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 2O2 1
tentarag Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nornor ... Tatnn
2O2l tentang Pedornan dan Tata Cara Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia
memberikan sanksi berupa Pencabutan Sertifikat Standar (SS)
kepada:

Nama Pelaku
Usaha/ Perusatraan

Nomor Induk Berusatra (13 digit)

NPWP

Nomor Kode Proyek

Alamat Kantor

No Telepon

Emoil

Status Penanarnan Modal

Kode I(lasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLD

Dengan ketentrran:
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikernudian hari
terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagairnana
mestinya

Lokasi Usaha



Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/ rnrn / y15ty

DPMPTSPKabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/ rnrn/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pela
usaha, tersimpan dalam Sis/em OSS, gang menjadi t
janaab pelalan usaha

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik m
sertifikat eletronik gang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.



C. FORMAT PENCABUTAN IZIN BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF BAGI PELAKU USAHA RISIKO TINGGI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN

Nomor: ,..

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Kernenterian/
Lernbaga / DPMPISP Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Badan Pengusahaan
KPBPB / Adrninistrator I(EK*), perusahaan Saudara tidak melakukan
pememrhan kewajiban dan/ atau upaya perbaikan atas sanksi
administratif (Peringatan Tertulis Pertarna dan Terakhir/
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha**)) sesuai surat Nomor ...
tanggal ... dan/atau Berita Acara Perneriksaan Nornor ... tanggal
...serta mernperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2 1

tenta-rrg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Peraturan Badan Koordinasi Penanarnan Modal Nomor ... Tahun
2O2l tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia
memberikan sanksi berupa Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku
Usaha/ Perusahaan
Nomor Induk Beru saha (13 disit)
NPWP
Nomor Kode Proyek
Alamat Kantor
No Telepon
Email
Status Penanaman Modal
Kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha lndonesia
(KBLI)
Lokasi Usaha

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiskal

terhutang atas pengimporan mesin dan / atau peralatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usal. a
memanfaatkan fasilitas pengi:rrporan mesin dan/ atau peralatan
yang dimaksud.

2. Pelaku Usaha diwajibkan rnenyelesaikan masalah yang terkait
dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.



Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/nrn/yyyy

DPMP|SPKabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/ rnrn/yy3y

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku
usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, gang menjadi tanggung
jautab pelalan usaha

2. Dolqtrnen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat eletronik g ang diterbitkan oleh BSrE-.BSS1V.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCA.BUTAN IZIN

Nornor:

Larnpiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < narna
pelaku usaha/perusal.aan> dengan Nornor Induk Berusaha (NIB) no:
<nornor NIB>

*) Status akan terupdare secara otomatis oleh sistern.
**)Untuk kegiatan usaha Flisiko tinggi yang memiliki Sertifikat
Standar selain lzin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan
tergenerate dari Sistern OSS.

Lampiran ini rnerupakan bagian yang
dokumen Pencabutan Nomor Ind

NE

AR M. PADJALANGI

tidak terpisahkan dari
a tersebut.

t

No. Kode
KBLI

Judul
KBLI

Klasifikasi
Risiko

Perizinan Berusaha
Jenis NoInor

{1) (2t (3) (4) (sl (6) t7) (8)

1 Tinggi NIB ^......... (13 disit)
Tanggal:

dd./xtJ'n/yyyy

Tercabut

lzkt .......... (17 disit)
Ta-rlggal: dd / rnrfl/ Jaa6/

Proses
Pencabutarr

Sertfikat
Standa,
(apabila ada)

.......... (17 disit)
Tanggal: dd/ mrn/5525ry

Proses
Perrcabutair

I-okasi
Usaha Status*)

o

t

,.



LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

1 PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA PENUNJANG KEGIATAN
USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA

PENUNJANG KEGIATAN USAHA
Nomor: ...

Berdasarkan pemantauan dan eva-luasi BKPM/Kernenterian/
Lerrrb aga / DPMPTS P Provinsi / Kabupaten / Kota / Badan Pengu sahaan
KPBPB /Adrninistrator KEK*), perusahaan Saudara tidak melakukan
pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi
adrninistratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha**)) sesuai surat Nomor ...
tanggal ... dan/atau Berita Acara Perneriksaan Nomor ... tanggal
...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2 1

tentarrg Penyelenggaraan Perizirran Berusaha Berbasis Risiko dan
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nornor ... Tahun
2O2l tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Pernerintah Republik Indonesia
mernberikan sanksi berupa Pencabutan sertifikat standar usaha
penunjang kegiatan usaha kepada:

Nama Pelaku
Usaha/ Perusahaan
Nomor Induk Berusaha (13 disit)
NPWP
Nomor Kode Proyek
Alamat Kantor
No Telepon
Email
Nornor Sertifikat Standar
Usaha
Status Penanaman Modal
Kode Klasifikasi Baku
Lapangan U saha Indonesia
(KBLI)
l,okasi Usaha

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiskal terhutang

atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan



2

3

perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas
pengimporan mesin dan/ atau peralatan yang dimaksud.
Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan
ketenagakerjaan sesuai dengan peraturar perundang-undangan.
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/ rnrn/yyyy

DPMPTSPKabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd / nn / yyyy
*) Pilillan sesuai Instansi yang melakukan inspeksi lapangal
**) Sesuai kewenangan

7. Dokmen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dai pelaku
usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, gang menjadi tanggung
jautab pelaku usaha

2. Dolstmen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertiJikat eletronik g ang diterbitkan oleh B SrE-BSSN.



2 PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR PRODUK PENUNJANG KEGIATAN
USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR PRODUK

PENUNJANG KEGIATAN USAHA
Nomor: ...

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Kementerian/
Lernbaga / DPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Badan Pengusahaan
KPBPB / Administrator KEK*), perusal.aan Saudara tidak rnelakukan
pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi
administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/
Pengtrentian Sementara Kegiatan Usaha**)) sesuai surat Nomor ...
tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal
...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2 1

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berrsaha Berbasis Risiko dan
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nornor ... Tahun
2O2l tentajng Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Peitzinan
Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia
memberikan sanksi berupa Pencabutan sertifikat standar produk
penunj ang kegiatan usaha kepada:

Narna Pelaku
Usaha/ Perusal.aan
Nomor Induk Berusatra (13 disit)
NPWP
Nomor Kode Proyek
Alamat Kantor
No Telepon
Email
Nomor Sertifikat Standar
Produk
Status Penanaman Modal
Kode Klasifikasi Baku
Lapan gan Usaha Indonesia
(KBLr)
Lokasi Usaha

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiska-l terhutang

atas pengimporan mesin dan/atat peralatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangal, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas
pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.

2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan
ketenagake{aan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudiar hari
terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/ rnrn/yyyy

DPMP|SPKabupaten

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd / rnm. / yyyy

7. Dolanrnen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dai pelaku
usaFtn, tersimpan dalann Sistern OSS, gang menjadi tangryng
jautab pelaku usahrt

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik rnenggunakan
seriifikat eletronik g ang diterbitkan oleh BSrE.-BSSN.

BONE,

M. PADJALANGI

(
{.




